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ABSTRAK

Nama . Pritha Anggraini
Program Studi . Magister Kenotariatan
Judul . Tinjauan Yuridis Conservatoir Beslag Telhp Pelaksanaan

Eksekusi Hak Tanggungan Berdasarkan Penetapegafilan
Negeri Jakarta Selatan Nomor 40/Pdt.G/1999/&ak.S

Perbankan sebagai lembaga keuangan dan penyaldit knempunyai peran yang
penting terhadap pembangunan Nasional terutama geguban di bidang ekonomi,
yakni dalam hal penyediaan dana untuk masyarakabBrian kredit yang merupakan
kegiatan utama bank sering menjadi penyebab stk imenghadapi masalah. Hal ini
dikarenakan debitur tidak dapat memenuhi kewajiparmengembalikan pinjaman pada
waktu yang telah ditentukan. Pasal 1 angka 1 UU &Nd.ahun 1996 Tentang Hak
Tanggungan menyebutkan bahwa Hak Tanggungan aldakajaminan yang dibebankan
pada hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud balaNo. 5 Tahun 1960 Tentang
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, berikut/tidadikut benda-benda lain yang
merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untukngssin utang tertentu yang
memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kretéttentu terhadap kreditor-
kreditor lain. Dalam melakukan penelitian ini metogang dipakai adalah yuridis
normatif yang bertujuan untuk menemukan asas hukizam penerapannya dalam
prakteknya atau dengan mencari dan menemukan dasar- yuridis dalam
pelaksanaanny&erdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pauitgan yang diberikan
oleh Pasal 6 dan Pasal 20 UU No. 4 Tahun 1996 igriak Tanggungan dalam prakteknya
belum diberikan secara optimal karena terhadagkgateman eksekusi Hak Tanggungan yang
seharusnya mudah dilaksanakan, ternyata terdajak-pihak yang merasa dirugikan
dengan alasan obyek Hak Tanggungan masih dalanespmsmbagian warisan. Adapun
apabila Debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggan@ reditur) berhak untuk menjual
obyek Hak Tanggungan baik berdasarkan Pasal 224néllipun atas kekuasaan sendiri.
Yang dimaksud dengan menjual obyek Hak Tanggungms alasan cidera janji sama
artinya dengan melakukan eksekusi terhadap oby&Krdaggungan.

Kata kunci : Hak Tanggungan, Eksekusi
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ABSTRACT

Name . Pritha Anggraini
Study Program  : Notary Magistrate
Title . Beslag Conservathidicial Review Against The Execution of

Mortgage Based On The Determination of The DisCiotirt South
Jakarta Number 40/Pdt.G/1999/PN.Jak.Sel.

Banks as financial institutions and credit supglitlave an important role towards
national development especially in the field of mmmic development, namely in terms
of provision of funds for the community. The extiemsof credit which is the bank's main
activity is often the cause of a bank facing protde This is because the debtor fails to
fulfill its obligation to return the loan at a givdime. Article 1 point 1 of Law No. 4 /
1996 About Mortgage Mortgage states that are cllatgeguarantee the rights of land
rights as stipulated in Law no. 5 Year 1960 Abcwe Basic Regulation of Agrarian
Affairs, the following / not following other itemthat constitute a unity with the land, to
repay certain debts which gives preferred statuttain creditors of the other creditors.
In conducting this research method used is the atwm juridical aims to discover the
principles of law and its application in practiceto seek and discover the basics of
juridical in its implementation. Based on researelsult shows that the protection
provided by Article 6 and Article 20 of Law no. 4996 About Mortgage in practice has
not been given an optimal because of the execWlortgage which should easily be
implemented, it turns out there are parties who &grieved by reason of Mortgage
objects still in the process of inheritance. Thealsh of contract if the Debtor, Mortgage
holders (creditors) are entitled to sell the obgobd Encumbrance pursuant to Article
224 HIR nor in the power itself. What is meant jlisg objects Mortgage of reason is
tantamount to breach of contract execution to thjead of Mortgage.

Keywords: Mortgage, Execution
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BAB1
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam pembangunan suatu negara, perbankan memppesgnan yang
sangat penting dalam penyediaan dana untuk masyatalam bentuk perkreditan.
Adapun kebutuhan yang bersifat produktif, misalmydguk memperluas kegiatan
bisnisnya. Sumber dana yang dipakai oleh bank urdignjamkan kepada
masyarakat dalam bentuk kredit bukan dana milikkbaandiri karena modal
perbankan sangat terbatas. Bank mendapatkan danmakyarakat yang disimpan
pada bank tersebut dalam bentuk tabungan, depagiim, dan lain-lain. Bank
menawarkan banyak fasilitas yang menggiurkan Bamtkubgsi sebagai intemediasi,
artinya dana yang terkumpul dari masyarakat dikalukembali kepada masyarakat
yang membutuhkan pinjaman. Oleh karena itu, bamigyedak memiliki sumber
dana dari masyarakat yang memadai akan sangat amgggisaha dan kegiatan
bank sehingga tidak mampu memperluas ekspansinya.

Indonesia sebagai negara berkembang, terus menenetakukan
pembangunan, dengan membangun berbagai proyelprdgek yang berskala kecil
maupun proyek yang berskala besar. Kegiatan membaingtentu harus ditunjang
dengan faktor ekonomi yang kuat juga, terutama damtuk pembiayaan
pembangunan tersebut. Guna menunjang kelancarahiggan, peran perbankan
dalam hal ini sangat diperlukan.

Fungsi perbankan di samping sebagai penghimpun desyarakat juga sebagai
pelaksana pembangunan, maka perbankan Indonesiemedpkukan usahanya

! Sutarng Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada BaBlnflung, Alfabeta, 2005), hal 2
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sesuai dengan asas demokrasi ekonomi, dengan nmeigguprinsip kehati-hatian
(Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 tahur8)199al mana merupakan
pedoman pelaksanaan demokrasi ekonomi yang menhaliidasan Pancasila dan
Undang-undang Dasar 1945.

Jasa pemberian kredit oleh Bank merupakan salahjasa perbankan yang
memerlukan pengetahuan dan ketrampilan khusus $egiang Banker. Dalam
pemberian kredit diperlukan pengetahuan dan keitampntuk melakukan analisis
terhadap feasibility dan viability proyek yang akan dibiayai. Diperlukan pula
pengetahuan dan ketrampilan yang menyangkut pemgkijedit seshubungan dengan
penuangan keputusan Bank untuk memberikan kreditkdépada nasabah dalam
perjanjian kredit yang mengatur hak dan kewajibdralp Bank dan pihak nasabah
debitur? Usaha pokok perbankan dalam menghimpun dana nsésyardan
menyalurkannya kembali kepada masyarakat, salahysatdalah dengan pemberian
kredit, yang merupakan prioritas yang cukup kuagrdBsarkan pasal 1 butir 11
Undang-undang Nomor 10 tahun 1998, kredit adalabpaepenyediaan uang atau
tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, bek#dasapersetujuan atau
kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengark pdia yang mewajibkan
pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelalgki@nwaktu tertentu dengan
jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuiung

Menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nor@8/69/Kep/Dir
tanggal 28 Februari 1991 tentang jaminan pembeékiadit pada pasal 1 butir C
disebutkan bahwa: ” jaminan pemberian kredit adaksyakinan bank atas
kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuag yhperjanjikan”. Sedangkan
agunan adalah jaminan material, surat berhargaamsuisiko yang disediakan oleh
debitur untuk menanggung pembayaran kembali suegditkapabila debitur tidak
dapat melunasi kredit sesuai dengan yang dipetgamji Pasal 2 ayat (1) dari
Keputusan tersebut menyatakan bahwa bank tersdbltdiperkenankan memberi

2 sutan Remy SjahdeinKredit Sindikasi, Proses Pembentukan dan Aspeluiiu(Jakarta : Grafiti,
1997), hal. 9

Universitas Indonesia
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kan kredit kepada siapapun tanpa adanya jaminabegrén kredit.

Dalam pelaksanaan pemberian kredit, Undang-undangpnl10 Tahun 1998
tentang Perbankan, memberikan panduan agar seaaf Balam melaksanakan
kegiatan pemberian kredit senantiasa mendasarkda leyakinan bahwa Debitur
mampu mengembalikan kredit yang diperolehnya padaktw yang telah
diperjanjikan, untuk memperoleh keyakinan terselsetyelum Bank memberikan
persetujuan atas kredit yang diminta, perlu dip@taa penilaian yang cermat
terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan frospda Debitur’

Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 tahun 188tng Perubahan
Undang-undang nomor 7 tahun 1992 mengenai Perbamiegatur bahwa Bank
Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analédrsg mendalam atas itikad
dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debialr metunasi hutangnya atau
mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai denggndyaerjanjikan.

Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankda pak atas tanah
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor HunTa 960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, berikut atdaktberikut benda-benda lain
yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itk pelunasan utang tertentu, yang
memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kraeitientu terhadap kreditor-
kreditor lain.* Dari definisi Hak Tanggungan tersebut dapat dtkgitdahwa Hak
Tanggungan memberikan kedudukan yang diutamakamdiegkreditor tertentu
terhadap kreditor-kreditor lain. Kreditor tertenytang dimaksud adalah yang
memperoleh atau yang menjadi pemegang Hak Tangguteyaebut droit de
preference

Pasal 7 Undang-undang Hak Tanggungan menetapkan bahwa Hak
Tanggungan tetap mengikuti objeknya, dalam tanggrapun objek tersebut berada.
Dengan demikian, Hak Tanggungan tidak akan berakbkalipun objek Hak
Tanggungan itu beralih kepada pihak lain oleh kassbab apapun juga.

“Indrawati SoewarsoAspek Hukum Jaminan Kred@et.1, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 2002),
hal.2

4Indonesia Undang-Undang Tentang Hak Tanggungan Atas TanaterBedenda-benda yang
Berkaitan Dengan Tanah, UU Nomor 4, LN Nomor 42urah996, Pasal 1 ayat 1.

Universitas Indonesia
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Berdasarkan asas ini, pemegang Hak Tanggungansaalu dapat melaksanakan
haknya dalam tangan siapapun benda itu berpindatenkian Pasal 7 Undang-
undang Hak Tanggungan ini merupakan materialisasiatas yang disebdtoit de
suite °

Hak Tanggungan adalah untuk pelunasan daripadadtegentu. Jadi, harus
ada suatu perjanjian pemberian hak tanggungan (R&taberian Hak Tanggungan).
Jika tidak ada hutang pokok, maka tidak akan ddgatat suatu perjanjian Hak
Tanggungan (merupakan sitaicessoidaripada Hak Tanggungan). Hak Tanggungan
ini juga memberikan kedudukan "yang diutamakan”ddgpkreditur tertentu terhadap
kreditur lain, dinamakarivoorrang” atau”previllage” yang dikenal dalam sistem
yang dianut dalam hukum perdata tertulis Indonef@V) bab mengenai

"bevoorechtige schulden™

Berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Hak Tanggungan
ayat (2), disebutkan bahwa Utang yang dijamin pannya dengan Hak
Tanggungan dapat berupa utang yang telah ada ateutglah diperjanjikan dengan
jumlah tertentu atau jumlah yang pada saat pernaheksekusi Hak Tanggungan
diajukan dapat ditentukan berdasarkan perjanjiangipiutang atau perjanjian lain
yang menimbulkan hubungan utang piutang yang bgksdan. Perjanjian Hak
Tanggungan bukan merupakan perjanjian yang beseliliri, keberadaannya adalah
karena adanya perjanjian lain, yang disebut peganpduk. Perjanjian induk bagi
perjanjian Hak Tanggungan adalah perjanjian utangtapg (kredit) yang
menimbulkan utang yang dijamin. Dengan kata laerjgmjian Hak Tanggungan
adalah suatu perjanjian accessoir, butir 8 pergalasmum Undang-undang Hak
Tanggungan dikemukakan sebagai berikut:

"Oleh karena Hak Tanggungan menurut sifatnya mdsapakutan atau

accessoir pada suatu piutang tertentu, yang dksgada suatu perjanjian utang-

® Sutan Remy SjahdeiniHak Tanggungan, asas-asas, ketentuan-ketentuan ndasalah yang
dihadapi oleh perbankarGet.1, (Bandung:Alumni, 1999), hal. 38

6 Sudargo Gautam®&omentar Atas Undang-Undang Hak tanggungan Barbiuifial996 Nomor 4,
Cet.1, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 49

Universitas Indonesia
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piutang atau perjanjian lain, maka kelahiran dabekadaannya ditentukan oleh
adanya piutang yang dijamin pelunasannya”.

Pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan padatdfafertanahan
Kabupaten atau Kotamadya yang bersangkutan, deddmrkukan dalam Buku
Tanah Hak Tanggungan. Adanya Hak Tanggungan iatatipada Buku Tanah hak
yang dijadikan jaminan dan disalin catatan tersgiada sertipikatnya. Tanggal
"lahirnya” Hak Tanggungan yang bersangkutan ada#@iggal buku tanah Hak
Tanggungan atau tanggal pembuatan atau pembermornékta Pemberian Hak
Tanggungan.

Apabila Debitur tidak dapat memenuhi kewajiban payalbannya pada waktu
yang telah diperjanjikan maka Kreditur (Bank) dapaminta Pengadilan Negeri
untuk mengeluarkan Penetapdanmaning(Teguran). Sita Eksekusi dapat diajukan
oleh Kreditur kepada Pengadilan Negeri apabila ebtetap lalai terhadap
Aanmaningtersebut. Selanjutnya permohonan lelang diajukeh &reditur pada
Pengadilan Negeri yang berwenang agar objek jamyaag telah dibebankan Hak
Tanggungan dijual melalui upaya lelang, dilakukaskdsjasama dengan Kantor
Lelang setempat. Kelebihan dari hasil penjualaelofaminan terhadap total hutang
untuk pelunasan harus dikembalikan kepada Debitur.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan eksekusi atiasTa&laggungan yang
masih ditemukan kerancuan dalam praktiknya, pentdisarik untuk meneliti
Penetapan Pengadilan tentang adanya pihak yangandiragikan yang mengajukan
gugatan atas pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungagar alasan obyek Hak
Tanggungan masih dalam proses pembagian warisamgyabeadanya perlawanan
tersebut menjadi permasalahan dalam pelaksanaahkuskdHak Tanggungan yang
jika dilihat secara teori pelaksanaan eksekusi Hakggungan seharusnya mudah
untuk dilaksanakan. Meskipun terdapat Sertipikak Hanggungan yang bersifat
eksekutorial yang sama dengan Putusan Pengaditenbgakekuatan hukum, namun

tetap di dalam praktiknya tidaklah terlalu mudakulrdilaksanakan.

’ sutan Remy SjahdeiniHak Tanggungan, asas-asas, ketentuan-ketentuan ndasalah yang
dihadapi oleh perbankarGet.1, (Bandung:Alumni, 1999), hal. 28
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Dari uraian tersebut dia atas, maka jelas kirangaulis memilih judul
Tinjauan Yuridis Conservatoir BeslaagTerhadap pelaksanaan Eksekusi Hak
Tanggungan Berdasarkan Penetapan Pengadilan Négksita Selatan Nomor
40/Pdt.G/1999/PN.Jak.Sel.adalah untuk melihat sasgg@ih mana Undang-Undang
Hak Tanggungan tersebut dapat memberikan jaminarkejgastian hukum terhadap
permasalahan yang timbul berkaitan dengan eksdialsitanggungan atas tanah
warisan dan bagaimana cara-cara Bank dalam menipasii dan mengatasi

permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan ek$é¢dkki§ anggungan.

1.2. POKOK PERMASALAHAN

Bertitik tolak dari apa yang diuraikan diatas, mpkamasalahan yang ada adalah:

1. Apakah permasalahan yang timbul berkaitan dem$§aekusi Hak Tanggungan
atas tanah warisan?

2. Bagaimana Bank mengantisipasi dan mengatasigsatahan yang terjadi dalam
rangka pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan?

1.3. METODE PENELITIAN

Secara umum penelitian ini harus berdasarkan patia dn fakta yang
obyektif sehingga kebenaran data dapat dipertarggawabkan baik secara normatif.
Dalam upaya memperoleh data dan fakta dalam penuliggjunakan metode atau
teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1.3.1. Tipologi Penelitian
a. Sifat
Penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif iBgal yaitu
menggambarkan dan menganalisis permasalahan yakgithe dengan
pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan.
b. Bentuk
Bentuk penelitian ini adalah penelitian preskriptdng bertujuan untuk

mendapatkan pemahaman meng&wiservatoir Beslaag
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Dalam melakukan penelitian ini metode yang dipakdialah yuridis
normatif yang bertujuan untuk menemukan asas hu#tampenerapannya
dalam prakteknya atau dengan mencari dan menendasar-dasar yuridis
dalam pelaksanaannya.

c. Tujuan
Tujuan penelitian ini adalah menemukan solusi gan keluar gproblem
solution) dariConservatoir Beslaag

d. Penerapan
Penelitian ini merupakan penelitian yang berfokadgymasalahpfoblem
focused researgh

e. llmu yang digunakan
Penelitian ini merupakan penelitian monodisiplindionodisipliner adalah
disiplin ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Mdrsipliner pada satu

jenis bidang ilmu pengetahuan yaitu ilmu hukum.

1.3.2. Jenis dan Alat Pengumpulan Data
Jenis data yang digunakan adalah data sekundelumsiadi dokumen,
yang diperoleh melalui:
a. Bahan Hukum Primét
Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-gaganyang
mengikat di Indonesia, yaitu:
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetko
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokokrisgra
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tamggu
- Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahdarg-undang
No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

8 Sri Mamudii, Et al.Metode Penelitian dan Penulisan Hukufdakarta: Badan Penerbit Fakultas
Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 31
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b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan-bahan hukum yang menjelaskan bahan hukumeprifada
penelitian ini menggunakan buku-buku, artikel-atikari internet yang

berhubungan dengan Hak Tanggungan.

Dari semua data yang didapat akan dianalisa s&oafdatif, yang bertujuan
untuk mengungkapkan permasalahan dan memahamkelaeharan data yang
ada selanjutnya berdasarkan tahapan-tahapan panelérsebut, data yang
diperoleh dikelola, dianalisis serta dirangkumkaiisgga secara keseluruhan

dituangkan ke dalam bentuk tulisan ini.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memperoleh gambaran umum dan memudahkanliggmudalam
membahas pokok-pokok permasalahan di dalam penulisais ini, maka

disusunlah dengan sistematika penulisan sebagkuber

Bab 1 Pendahuluan
Dalam bab ini pertama-tama dikemukakan langkahkangpermulaan yang
ditempuh dalam penyusunan tesis ini, antara lailipotelatar belakang masalah,

pokok permasalahan, metode penelitian dan sisteanaénulisan.

Bab 2 Pembahasan

Dalam bab ini diuraikan tentang teori dan dasauhulgang berhubungan dengan
permasalahan yang timbul berkaitan dengan eksélakstanggungan atas tanah
warisan dan cara-cara Bank dalam mengantisipasintdargatasi permasalahan

yang terjadi dalam rangka eksekusi Hak Tanggungan.
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Bab 3 Penutup

Berisi simpulan dan saran
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BAB 2

TINJAUAN YURIDIS CONSERVATOIR BESLAG TERHADAP
PELAKSANAAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

A. TINJAUAN UMUM MENGENAI KREDIT, TANAH SEBAGAI JAMINAN,
HAK TANGGUNGAN DAN SITA JAMINAN

1. Pengertian dan Fungs Kredit

Perkataan “kredit” berasal dari bahasa latiedo yang berarti "saya
percaya”, yang merupakan kombinasi dari bahasa se®artacred yang artinya
"kepercayaan”, dan bahasa latin do yang artinygd'sempatkan”. Memperoleh
kredit berarti memperoleh kepercayaan. Atas dasperkayaan kepada seseorang
yang memerlukannya maka diberikan uang, barang@aawlengan syarat membayar
kembali atau memberikan penggantiannya dalam sjaamigka waktu yang telah
diperjanjikan. Yang terpenting dalam praktik pettsn adalah penyerahan uang
merupakan pengganti barang atau jasa dan telaldilp@gunakan. Dalam kehidupan
sehari-hari, kredit diartikan sebagai "pinjamargiatutang”’

Pengertian "kredit” menurut Undang-undang nomorTabun 1998 tentang
Perbankan, Pasal |11 angka 11, adalah "penyediaag atau tagihan yang dapat
dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan késepakatan pinjam-
meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibgdrak peminjam untuk
melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentgatepemberian bunga”.

Kredit yang diberikan oleh bank didasarkan ataseksgyaan sehingga
pemberian kredit merupakan pemberian kepercayapadikenasabah. Oleh karena
pemberian kredit oleh bank dimaksudkan sebagaihsaatu usaha untuk

mendapatkan keuntungan, maka bank hanya boleh usaer simpanan masyarakat

® Prathama RaharjdJang dan PerbankarCet.3, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1997), hai. 10
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kepada nasabahnya dalam bentuk kredit jika ia {betuil yakin bahwa si debitur
akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sedel@gan jangka waktu dan
syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua bpiabk. Hal tersebut menunjukkan
perlu diperhatikanya faktor kemampuan dan kemasehingga tersimpul kehati-
hatian dengan menjaga unsur keamanan dan sekalgus keuntungan dari suatu
kredit.*°

Sedangkan jika dilihat dari sudut ekonomi, kreddrtikan sebagai penundaan
pembayaran. Maksudnya di sini adalah bahwa pendembatas penerimaan uang dan
atau suatu barang tidak dilakukan bersamaan pada rs&nerima, akan tetapi
pengembaliannya dilakukan pada masa tertentu y&ag datang. Dengan demikian
dapat dikatakan, bahwa inti dari arti kredit addepercayaart?

Unsur kredit yang paling esensial adalah "keperaa¥yalari bank/kreditor
terhadap nasabah peminjam/debitur. Kepercayaagbtgrambul karena dipenuhinya
segala ketentuan dan persyaratan untuk memperogelt kank oleh debitur, antara
lain, jelasnya tujuan peruntukkan kredit, adanyrdlagaminan atau agunan, dan lain-
lain. Dalam buku Dasar-Dasar Perkreditan karya Di$iomas Suyatno
mengemukakan unsur-unsur kredit yang terdiri aaaKépercayaan, (b) Tenggang
Waktu, (c) Degree of Risk (tingkat risiko), (d) Btasi atau objek kredif:

Dari pengertian-pengertian kredit diatas, makaatagilihat terdapatnya
beberapa unsur kredit sebagai beriktt:

1. Adanya kesepakatan atau perjanjian antara pihallitiredengan Debitur, yang
disebut dengan Perjanjian Kredit.

2. Adanya para pihak, yaitu pihak "Kreditur" sebagahgk yang memberikan
pinjaman atau seperti Bank, dan pihak "Debitur’ngganerupakan pihak yang

membutuhkan uang pinjaman/barang atau jasa.

10 Muhamad DjumhanaHukum Perbankan dilndonesi€et.3, (Bandung : PT Cltra AdityaBakti,
2000), hal. 299.

11Tjiptonegoro Perbankan Masalah Perkreditaflakarta : Pradnya Paramita, 1990), hal. 14.
12HermansyahHukum Perbankan Nasional Indonegidakarta : Prenada Media, 2005), hal. 56-57.

13 Munir Fuady, Hukum Perkreditan Kontemporetet.2, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002),
hal. 6.
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3. Adanya unsur kepercayaan dari kreditur bahwa pitetbitur mau dan mampu
membayar atau mencicil kreditnya.

4. Adanya kesanggupan dari janji membayar hutangpilaak Debitur.

5. Adanya pemberian sejumlah uang/barang atau jase plak kreditur kepada
debitur.

6. Adanya pembayaran kembali sejumlah uang/barangjasauoleh pihak Debitur
kepada Kreditur, disertai dengan pemberian imbblarga atau pembagian
keuntungan.

7. Adanya perbedaan waktu antara pemberian kredit dfebditur dengan
pengembalian kredit oleh Debitur.

8. Adanya risiko tertentu yang diakibatkan karena gdaperbedaan waktu tadi
semakin jauh tenggang waktu pengembalian, semadsarbpula risiko tidak

terlaksananya pembayaran kembali suatu kredit.

Untuk mengetahui atau menentukan bahwa seseorgmegcdya oleh bank untuk
memperoleh kredit, pada umumnya dunia perbankamyguerakan instrumen analisa
yang terkenal dengahe fives of crediatau 5 C, yaitu'’

a. Character (watak), watak atau karakter adalah sifat dasag yeda dalam hati
seseorang. Watak dapat berupa baik dan buruk badaiyang terletak diantara
baik dan buruk. Watak merupakan bahan pertimbangéuk mengetahui risiko.
Tidak mudah untuk menentukan watak seorang Delaipalagi bagi Debitur yang
baru pertama kali mengajukan kredit.

b. Capital (Modal), seseorang atau badan usaha yang akaralar@mgn usaha atau
bisnis sangat memerlukan modal untuk bisnisnya.e@®asg yang akan
mengajukan permohonan kredit bank untuk kepentingasduktif maupun
konsumtif, maka orang itu harus memiliki modal.

c. Capacity(kekampuan), seorang Debitur yang mempunyai karatau watak

14Sutarno Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada B&#.2, (Bandung : Alfabeta, 2004), hal. 95
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yang baik selalu akan memikirkan mengenai pembay&embali hutangnya
sesuai waktu yang ditentukan. Untuk dapat memekahiajiban pembayaran,
debitur harus memiliki kemampuan yang memadai \aergsal dari pendapatan
pribadi bagi Debitur perorangan dan pendapatanspbaan bagi Debitur badan
usaha.

d. Collateral (jaminan), jaminan berarti harta kekayaan yangataikat sebagai
jaminan guna menjamin kepastian pelunasan hutkagljkemudian hari Debitur
tidak melunasi hutangnya dengan jalan menjual jamaglan mengambil pelunasan
dari harta kekayaan yang dijadikan jaminan terselbaminan meliputi jaminan
yang bersifat materiil berupa barang atau bendg pangerak atau tidak bergerak,
seperti tanah, bangunan, mobil, saham dan jamirsanry Ypersifat immaterial
seperti jaminan pribadi (borghtocht) dan bank gsiran

e. Condition of Economgkondisi ekonomi), kondisi ekonomi adalah situglssgnomi
pada waktu dan jangka waktu tertentu dimana kaitgrikan oleh Bank kepada
pemohon. Apakah kondisi ekonomi pada kurun wakédikdapat mempengaruhi

usaha dan pendapatan pemohon kredit untuk melbatsignya.

1.1. Jenis-Jenis Kredit
Secara umum jenis-jenis kredit yang disalurkan ddank dapat dilihat dari
berbagai segi, antara lain :
A. Dilihat dari tujuan penggunaan, terdiri dari :
1)’Kredit investasi adalah kredit yang diberikan pada usaha-usaha guna
merehabilitasi, modernisasi, perluasan ataupun ipandproyek baru, misalnya
pembelian mesin-mesin, bangunan dan tanah ataukgaBeithzal dan Andria
(2007:15). Kredit ini memerlukan proses penyelesgagka panjang, seperti yang
dikemukakan Teguh (1996:105) kredit investasi akamemakan proses
penyelesaian jangka panjang karena proses progiigasidalam jangka panjang,
sedangkan di sisi lain harga-harga barang modapsagadaan cukup mahal. Oleh
karena itu pelunasan harus dilakukan bertahap isésmaampuan perusahaan
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nasabah untuk menyisihkan saldo uang kasnya. Kirdimemerlukan biaya
operasional dan administrasi sarteceertainty riskyang besar.

2) Kredit Modal Kerja, yaitu kredit yang digunakantuk meningkatkan produksi
dalam operasionalnya seperti membeli bahan baku ratmbayar gaji pegawai.
Menurut Teguh (1996:105) "kredit modal kerja dikari dalam jangka waktu
pendek sesuai dengan siklus usaha dari perusatiaatout. Dalam praktik, kredit
ini dapat dilakukan perpanjangan; sepanjang nasgbatmampu memenuhi

kewajiban-kewajiban pada bank dengan baik.”

Menurut Veithzal dan Andria(2007:13), kredit modi&rja terdiri dari beberapa
kategori,yaitu:
a. KMK Ekspor
b. KMK Perdagangan Dalam Negeri
c. KMK Industri
d. KMK Perkebunan,Kehutanan dan Peternakan
e. KMK Prasarana / Jasa-Jasa
3) Kredit Konsumtif adalah kredit yang diberikan nka kepada pihak
ketiga/perorangan (termasuk karyawan sendiri) ukeperluan konsumsi berupa

barang atau jasa dengan cara membeli, menyewadetgan cara lain.

B. Dilihat dari segi jangka waktu, terdiri dari :
1) Kredit jangka pendek, yaitu kredit yang berjamgkaktu maksimum satu tahun.
2) Kredit jangka menengah, yaitu kredit yang begi@waktu antara 1 tahun sampai
3 tahun.
3) Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang berjeamgvaktu lebih dari tiga tahun.

C. Dilihat dari segi cara pemakaiannya, terdiri dar
1) Kredit rekening koran, yaitu debitur menerimbluseéh kreditnya yang dimasukkan
kedalam rekening koran dan kepadanya diberikanghktarcek maupun giro,

dengan penarikan cek/giro maka si debitur (nasalgdpat menarik dana
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pinjamannya. Debitur bebas menarik ataupun menyetealui rekening koran
yang bersangkutan selama kredit tersebut berjalan.

2) Revolving kredit, yaitu sistem penarikan kregénsama dengan cara rekening
koran bebas dengan masa penggunaannya 1 tahunpn reistemnya berbeda
dengan syarat pada akhir triwulan pertama sald@amign harus menunjukkan sisa
nol pada awal triwulan kedua, nasabah dapat metakglenarikan secara bebas
selama triwulan kedua dan pada akhir triwulan kesisa hutang harus kembali
nol.

3) Term loan, yaitu hampir sama dengan kredit reigekoran bebas, hanya dari sisi
penggunaan pemakaian kredit sangat fleksibel, dimamsabah bebas

mempergunakan dana tersebut untuk keperluan agpa saj

D. Dilihat dari segi jaminan, terdiri dari :
1) Kredit dengan jaminan, yaitu kredit yang dibarikdengan suatu jaminan berupa
barang berwujud, tidak berwujud atau jaminan orang.
2) Kredit tanpa jaminan, yaitu kredit yang diberikanpa jaminan barang atau orang
tertentu, tetapi diberikan dengan melihat prosps&ha, karakter serta loyalitas

atau nama baik calon nasabah selama berhubunggardeank atau pihak lain.

E. Dilihat dari segi penarikannya, terdiri dari :

1) Kredit dengan penarikan sekaligus, yaitu krg@ihg diperoleh/ditarik nasabah
sesuai dengan permohonan kredit yang diajukan asdaseluruhan tanpa ada
penundaan pencairan dana pinjaman.

2) Kredit dengan penarikan bertahap, yaitu kreaingy diperoleh/ditarik nasabah,

dimana pencairan dananya dilakukan secara berlaigdak bank.
F. Dilihat dari segi sifat pelunasannya, terdinida
1) Kredit yang pelunasannya dengan angsuran, ¥aédit yang diperoleh debitur

dapat dicicil dalam pelunasannya sesuai dengamtkete dan ikatan kerjasama

yang telah disepakati oleh bank dengan debitur.
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2) Kredit yang pelunasannya tanpa angsuran, yatmbpayaran secara keseluruhan
terhadap kredit yang diperoleh debitur tanpa adacigdan, dimana dalam
pelunasan kredit tersebut harus terdapat bungaarpay) sesuai dengan

kesepakatan.

G. Dilihat dari segi sektor usaha, terdiri dari :
1) Kredit pertanian
2) Kredit peternakan
3) Kredit industri
4) Kredit pertambangan
5) Kredit pendidikan
6) Kredit profesi
7) Kredit perumahan

8) Dan sektor-sektor lainnya
1.2. Perjanjian Kredit

Menurut Mariam Darus Badrulzaman, yang dimaksudgderperjanjian kredit
bank adalah perjanjian pendahuluan dari penyerabag, perjanjian pendahuluan ini
merupakan hasil permufakatan antara pemberi daeripga peminjaman mengenai
hubungan-hubungan antara keduanya.

Menurut Muchlis Sutopdank adalah lembaga keuangan yang usaha pokokayahad
memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas peratay dan peredaran uang, di mana
baik secara sosial maupun secara ekonomi pihakiodetdan kreditor memperoleh
keuntungan dan mengalami peningkatan kesejahteraadangkan bagi Negara

mengalami penambahan penerimaan dan p&jak.

1> Mariam Darus BadrulzamaPRerjanjian Kredit Bank,Bandung PT. Citra Aditya Bakti , 1991),
hal. 23.

16Muchlis SutopoPokok-pokok Manajemen Perkreditd®89, hal. 32.
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Sedangkan Prof. R. Subekti, S.H. mengatakan bahfva :

“Dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu akach, dalansemuanya itu
pada hakekatnya yang terjadi adalah supdwjanjian pinjam meminjam
sebagaimana diatur dalam Kithmdang-undang Hukum Perdata Pasal 1754
sampai dengan Pasal69, di mana pinjam meminjam di sini adalah suatu
perjanjian dengan mana pihak yang satu memberilgpada suatu jumlah
tertentu, dengan syarat bahwa pihak yang terakhirakan mengembalikan
sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang saiad’ pu

Berdasarkan pendapat para sarjana di atas, dd&e#aluii bahwa sifat riil dari perjanjian
kredit bank, yaitu bahwa suatu perjanjian baruatirjsetelah tercapainya suatu
kesepakatan antara para pihak dan adanya penyarahgmtau benda.

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan memegsagap yang sangat
penting dalam rangka membantu pemerintah untuk apendkemakmuran khususnya
dalam bidang perekonomian. Dari uraian tersebutanfakgsi kredit dalam kehidupan
perekonomian perdagangan secara garis besar adélatai berikut*®
1. Kredit dapat meningkatkan daya guna dari mo@al aang;

2. Kredit dapat meningkat daya guna suatu barang;

3. Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusahardsyarakat;

4. Kredit sebagai jembatan untuk meningkatkan pegtda masyarakat.

Sedangkan fungsi kredit perbankan menurut MunidiFaatara lain adalah?

1. Kredit pada hakikatnya dapat meningkatkan daya gang.
Para pemilik uang atau modal dapat secara langsmginjamkan uangnya kepada
para pengusaha yang memerlukan atau dapat menyiogoagnya pada lembaga
keuangan dan diberikan kepada perusahaan laink mmémingkatkan produksi atau

usahanya.

1 R. SubektiJaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukindonesia(Bandung:Alumni,
1986), hal. 13.

18Muchdarsyah Sinungabasar-dasar dan Teknik manajemen Kredliakarta:PT. Bina Aksara,
1993), hal. 14.

19 Munir Fuady,Hukum Perkreditan KontemporgBandung PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hal.
16-17.
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. Kredit dapat meningkatkan peredaran lalu lintasg.

Kredit uang yang disalurkan melalui rekening biagpat menciptakan pembayaran
baru seperti cek, bilyet giro, dan wesel sehinggaat meningkatkan peredaran uang
giral. Di samping itu, kredit perbankan yang dkaecara tunai dapat pula
meningkatkan peredaran uang kartal.

. Kredit dapat meningkatkan daya guna dan peredaaang.

Dengan mendapat kredit, pengusaha dapat memprases baku menjadi barang
jadi, sehingga daya guna barang tersebut menjauingieat.

. Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekanom

Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat, kebijdieaahkan kepada usaha-usaha
pengendalian inflasi, peningkatan ekspor dan pehmnikebutuhan pokok rakyat.
Untuk itu kredit diarahkan pada sektor-sektor yamgduktif dengan pembatasan
kualitatif dan kuantitatif, tujuannya adalah untukeningkatkan produksi dan
memenuhi kebutuhan dalam negeri.

. Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan.

Dengan bantuan kredit dari bank, para pengusapatdmemperluas usahanya dan
mendirikan proyek-proyek baru. Peningkatan usalmapéadirian proyek-proyek baru
akan membutuhkan tenaga kerja, dengan tertampurtgngga kerja tersebut maka
pemerataan pendapatan akan meningkat pula.

. Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubunggmnasional.

Bank-bank di luar negeri yang mempunyai jaringashasdapat memberikan bantuan
dalam bentuk kredit, baik secara langsung mauplak ifangsung dengan perusahaan-

perusahaan di dalam negeri.

Perjanjian kredit sendiri dikelompokkan ke dalammtbk& perjanjian pinjam

meminjam yang diatur dalam Pasal 1754 Kitab Undamipng Hukum Perdata.

Menurut Buku 1l Kitab Undang-undang Hukum Perdatang mengatur tentang

perikatan, perjanjian kredit sebagai perjanjiangnm meminjam mempunyai sifat riil.

Riil di sini salah satunya adalah dalam bentukgmgign pinjam mengganti yang diatur

dalam Bab Xl Kitab Undang-undang Hukum PerdataenMrut Marhainis A.H.,

ketentuan dalam Pasal 1754 Kitab Undang-undang iduRerdata tentang perjanjian
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pinjam mengganti mempunyai pengertian yang idedékgan perjanjian kredit bank.
Sebagai konsekuensinya haruslah dikatakan bahyanjpan kredit bersifat riil%°
Perjanjian pinjam mengganti dalam Pasal 1754 Kiablang-undang Hukum Perdata

diartikan sebagai berikut :

“Perjanjian pinjam mengganti adalah persetujuargdermana pihak yang satu
memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlatenéurt barang-barang yang
menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwk ypimg belakangan ini
akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macanketdaan yang sama
pula.”

Ketentuan Pasal 1754 Kitab Undang-undang Hukum aertersebut oleh Wiryono
Prodjodikord™ ditafsirkan sebagai persetujuan yang bersifatiaicena dalam ketentuan
Pasal 1754 Kitab Undang- undang Hukum Perdata tidsdbutkan bahwa pihak pertama
mengikatkan diri untuk memberikan suatu jumlah et barang-barang yang
menghabis, melainkan pihak pertama memberikan guatlah tertentu barang-barang
yang menghabis karena pemakaian. Dalam praktelkmj@rn pinjam meminjam uang
biasanya pihak kreditor meminta kepada pihak debitbuk memberikan jaminan yang
berupa sejumlah harta kekayaannya untuk kepentipglamasan sejumlah utang. Karena
perjanjian pinjam meminjam merupakan suatu pengatiyjmaka dalam pelaksanaannya
haruslah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu panartdal ini dimaksudkan agar
perbuatan hukum yang dilakukan mempunyai kekuagaig ynengikat bagi kedua belah
pihak. Syarat sahnya perjanjian tersebut diatuardaPasal 1320 Kitab Undang-undang
Hukum Perdata, yaitu :

1. Kata sepakat dari pihak yang mengikat dirinya;

2. Kecakapan dalam membuat suatu perikatan;

3. Ada sesuatu hal yang diperjanjikan;

4. Suatu sebab yang halal.

20 Marhainis A.H.Hukum Perbankan di Indonesi@akarta:Pradnya Paramita, 1979), hal. 147.

21Wiryono ProdjodikoroPokok-pokok Hukum Perdata Tentang Persetujuan-pgsnTertentu,
(Bandung:Sumur Bandung, 1981), hal. 137
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Syarat 1 dan 2 merupakan syarat subyektif karenagemai orang atau subyek yang
mengadakan perjanjian, sedangkan syarat 3 dan dpailemn syarat obyektif karena
mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari ymen hukum yang dilakukan.
Apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat sltify maka perjanjian tersebut dapat
dibatalkan. Sedangkan apabila suatu perjanjiark tdamenuhi syarat obyektif, maka
akibatnya perjanjian tersebut batal demi hukum.

Suatu perjanjian yang sudah disepakati oleh pdrakgberlaku sebagai undang-
undang bagi mereka sendiri dan perjanjian itu ti@kgikat pihak ketiga yang berada di
luar perjanjian®

Dalam Undang-Undang Perbankan tidak dicantumkaaragegas apa dasar
hukum perjanjian kredit. Namun demikian dari petigarkredit, dapat disimpulkan
bahwa dasar hukum perjanjian kredit adalah pinjaemmjam yang didasarkan
kepada kesepakatan antara Bank dengan nasabalityKdemhgan Debiturf*

Pemberian kredit dari bank ( selaku kreditor ) kispapasabah kredit ( selaku
debitur ) harus selalu didasari oleh adanya pegarjredit antara kedua belah pihak.
Perjanjian kredit tersebut harus dibuat dengan reenapikan semua aspek hukum
perjanjian atau hukum perikatan, terutama yangadi@k dengan asas-asas hukum
perjanjian/perikatan dan syarat-syarat sahnya sysgganjian/perikatan. Jika
perjanjian kredit yang dibuat ternyata terbuktiakdmematuhi asas-asas hukum
perjanjian/hukum perikatan, serta tidak memenuharaysyarat sahnya suatu
perjanjian/perikatan, maka perjanjian kredit tetgefdapat dibatalkan” dan atau
dinyatakan batal demi hukum?”.

Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (pringigang bersifat riil, yang

diikuti dengan perjanjian jaminan sebagai assess@ir Ada dan berakhirnya

22 R. SubektiPokok-pokok Hukum Perdatimternusa, Jakarta, 1993, hal. 17
23, SatrioHukum Perjanjian, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1992), hal. 358.
24 Sentosa Sembiringdukum Perbanka@et.1(Bandung : Mandar Maju, 2000), hal. 67.
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perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokdki “riil” adalah bahwa
terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh peay@amn uang oleh pihak bank kepada
debitur. Dilihat dari bentuknya, perjanjian kregierbankan umumnya berbentuk
perjanjian baku qgtandard contragt karena bentuk perjanjiannya telah disediakan
pihak bank sebagai kreditor, sedangkan pihak delbianya mempelajari dan
memahami dengan baik.

Dalam perjanjian baku, pihak debitur hanya dalamsigpomenerima atau
menolak tanpa ada kemungkianan melakukan negasastawar-menawar. Apabila
debitur menerima semua ketentuan dan persyaratam digentukan bank, maka ia
berkewajiban menandatangani perjanjian kreditptetpabila debitur menolak maka
ia tidak perlu menandatangani perjanjian krediebunt?

Secara yuridis formal ada dua jenis Perjanjian Kngahg digunakan Bank
dalam memberikan kreditnya, yait§:

a. Akta atau Perjanjian Kredit di bawah Tangan

Yang dimaksud dengan akta perjanijan kredit di dawangan adalah
perjanjian pemberian kredit oleh Bank kepada ndsazyang hanya dibuat diantara
mereka (kreditur dan debitur) tanpa notaris. BaHkaimnya dalam penandatangan
akta perjanjian tersebut, tidak ada saksi yang tsgtta dalam membubuhkan tanda
tangan.

b. Akta atau Perjanjian Kredit Notariil (Otentik)

Yang dimaksud dengan akta perjanjian notariil dkemtdalah perjanjian
pemberian kredit oleh Bank kepada nasabahnya yamyah dibuat oleh dan
dihadapan notaris.

Mengenai definisi akta otentik tersebut dapat @iket beberapa ha’

1. Yang berwenang membuat akta otentik adalah notaatsiali wewenang tersebut

25Hermansyah0p.Cit, hal. 67-68

%6 Hassanuddin Rahmarspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankamdibriesia: Panduan
Dasar Legal Officer(Bndung : Citra Aditya Bakti, 1998), hal. 141-144

27 John Z. LaodoeBeberapa Aspek Materril dan Hukum Acara Dalamkka (Jakarta : Bina Aksara,
1982), hal. 111-117
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diserahkan kepada pejabat atau orang lain.

2. Akta otentik dibedakan atas: (1) yang dibuat "olethdn (2) yang dibuat
"dihadapan” pejabat umum.

3. Isi daripada akta otentik adalah (1) semua "pedniayang oleh undang-undang
diwajibkan dalam akta otentik dan (2) semua "pgigari dan "penguasaan” yang
dikehendaki oleh mereka yang berkepentingan.

4. Akta otentik memberikan kepastian mengenai pendagga

Perjanjian Pinjam Meminjam sebagai acuan dari pgaj kredit diatur
dalam pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Pergatg menyatakan bahwa
Perjanjian Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengaana pihak yang satu
memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlalerteutbarang-barang yang habis
karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yangkdmgan ini akan
mengembalikan sejumlah yang sama dari macam daga&eayang sama pula.
Perjanjian pinjam-meminjam menurut Kitab Undang-bBimgl Hukum Perdata
tersebut mengandung pengertian luas, yaitu melipejanjian pinjam-meminjam
benda atau barang yang habis jika dipakai danminjang. Berdasarkan perjanjian
pinjam-meminjam uang maka peminjam sebagai pemdikg yang dikemudian hari
peminjam harus mengembalikan dengan jenis yang ¢aamay) disertai bunga atau
imbalan kepada pihak yang meminjamk&n.

Biasanya kredit yang diberikan mengandung risikehirggyga dalam
memberikan kredit, Bank harus memperhatikan dasdkrgditan yang sehat agar
Debitur dapat mengembalikan segala pinjamannyaatetagatur dan lancar.

Dalam hal ini sering sekali untuk memperoleh kegaki atas kemampuan
Debitur yang perlu diperhatikan adalah studi ketayakerja dan prospek bisnis dari
Debitur selain melakukan penilaian secara seksar@adap watak, kemampuan,

modal, agunan serta kecenderungan yang seringigdakoleh Debitur, sehingga

28Sutarno Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada B&w#¢.2, (Bandung : Alfabeta, 2004), hal. 95
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dapat dipastikan Debitur tersebut mampu untuk nasiumtang-utangnya.
Fungsi kredit bagi masyarakat adalah unttik:

(1) Menjadi motivator dan dinamisator peningkataggiatan perdagangan dan
perekonomian

(2) Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat

(3) Memperlancar arus barang dan arus uang

(4) Meningkatkan hubungan internasional

(5) Meningkatkan produktivitas dana yang ada

(6) Meningkatkan daya guna barang

(7) Meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat

(8) Memperbesar modal kerja perusahaan

(9) Meningkatkariincomepercapitd masyarakat

(10) Mengubah cara berpikir atau cara bertindakyarakat untuk lebih ekonomis.

Pemberian kredit dari bank kepada debitur, sebzgaa pemberian kredit
pada umumnya, disamping harus didasarkan adanyanjen kredit sebagai
perjanjian pokok, juga harus diikuti pembuatan gagi@n jaminan sebagai perjanjian
tambahan gccessoiy. Perjanjian jaminan digolongkan sebagai perjanaacesoir
karena perjanjian tersebut bersifat perjanjian ®&mb atau ikutan yang
pemberlakukannya mengikuti perjanjian pokok yangndasarinya. Perjanjian
jaminan berkaitan dengan pengikatan jaminan dan atmnan kredit yang pada
umumnya diikat dengan sebuah akta notaris yangiféterbaku dan bersifat
eksekutorial. Sifat eksekutorial dari perjanjiamjaan mempunyai konsekuensi jika
debitur melakukan cedera janji (wanprestasi) malkankb dapat mengajukan
permohonan eksekusi agunan via Pengadilan negepiatharus melalui proses
peradilan biasa yang panjang dan berbelit-beliaRgan jaminan dibuat pihak bank

29 Abdul R. Saliman, Ahmad Jalis dan HermansygBensi Hukum Bisnis Indonesia (Teori dan
Contoh Kasus)Cet.1, (Jakarta : Kencana, 2004), hal. 22

30Melayu S.P. Hasibuaiasar-Dasar PerbankarfJakarta : PT Bumi Aksara, 2004), hal. 88.
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sebagai salah satu upaya untuk melaksanakan pkielkgii-hatian dalam penyaluran

kredit sehingga kelak ada jaminan pengembalianitdbatk secara utuh.

1.3. Hak dan Kewajiban Dalam Perjanjian Kredit

Hubungan hukum timbul setelah perjanjian kredietligii, ditandatangani, dan
dilaksanakan oleh kedua belah pihak, sehingga kemudenimbulkan hak dan
kewajiban bagi para pihak. Adapun hak dan kewajfima pihak dalam perjanjian kredit
bank adalah :

a. Bank sebagai pemberi kredit
- Kewajiban bank antara lain :
Kewajiban untuk menyediakan dana dan memberikaditkeesuai dengan tujuan
dan jangka waktu perjanjian. Selain itu, bank jugempunyai kewajiban untuk
menghapus dan menghentikan pengikatan barang jamatas barang yang
dijadikan agunan oleh debitur, jika debitur tela¢lunasi hutangnya.
- Hak bank antara lain :
Sesuai dengan rumusan Pasal 1 angka 11 Undangguhdamor 10 Tahun 1998
Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Ta882 Tentang Perbankan
yang pada intinya menjelaskan bahwa bank selakuitiure berhak untuk
memperoleh pelunasan piutang beserta bunga selmgaiyang telah ditentukan
dalam perjanjian kredit yang dibuat.
b. Debitur sebagai penerima kredit
- Kewajiban debitur antara lain :
Sesuai dengan rumusan Pasal 1 angka 11 Undangguhdamor 10 Tahun 1998
Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Ta882 Tentang Perbankan
yang pada intinya menjelaskan bahwa debitur sefsnerima kredit mempunyai
kewajiban untuk melunasi hutangnya setelah jangkktwtertentu disertai dengan
pembayaran sejumlah bunga.
- Hak debitur antara lain :
1) Hak untuk memperoleh kredit sampai jumlah maksmsesuai dengan jumlah
yang telah ditentukan dengan dikurangi biaya yaingbul karena untuk

pelaksanaan kredit.
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2) Hak untuk memperoleh kembali surat dan dokuserta benda lainnya yang
telah dijadikan jaminan dalam keadaan baik setelambayar lunas pinjaman

kredit yang bersangkutan.

2. Tanah Sebagai Jaminan
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan geEmgenengenai tanah,

yaitu: 3
a. Permukaan bumi atau lapisan bumi yang di ataalisek
b. Keadaan bumi di suatu tempat;
c. Permukaan bumi yang diberi batas;
d. Bahan-bahan dari bumi sebagai bahan sesuatu,(padas, napal

dan sebagainya);

Untuk pengertian tanah diatur dalam Pasal 4 UUP¥alakan sebagai berikdt:

Atas dasar hak menguasai dari negara sebagaimana
yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam
- macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah
yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh erang
orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengag oran
lain serta badan-badan hukum.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan istilah tag@lm Pasal diatas ialah
permukaan bumi (ayat 1). Sedang hak atas tanahhatiak atas sebagian tertentu
permukaan bumi, yang berbatas, berdemensi dua nlefkgaan panjang dan lebat.
Agunan merupakan “jJaminan tambahan” yang diperlulkdalam hal
pemberian fasilitas kredit. Pengertian "agunan” umah Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 angka 2@&hagaminan tambahan yang
diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rpeghkberian fasilitas kredit atau

31 Kamus Bahasa Indonesi&Jakarta: Balai Pustaka Departemen Pendidikankddudayaan,

1994)
%2 IndonesiaUndang-Undang Pokok AgrariadJU No.5 Tahun 1960, LN No. 104 Tahun 1960, TLN

No. 2043
% Boedi HarsonoHukum Agraria Indonesia. Sejarah Pembentukan Undandang Pokok Agraria
Isi dan Pelaksanaanny&et. 9 (Jakarta: Djambatan, 2003), hal.18.
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pembiayaan berdasarkan prinsip syariah”. Dalanpéaiberian fasilitas kredit, pada
praktiknya agunan malahan lebih dominan atau diakam, sehingga sebenarnya
agunan lebih dipentingkan daripada hanya sekedaing yang berupa keyakinan
atas kemampuan debitur untuk melunasi utangfya.

Bentuk agunan sesuai dengan penjelasan Pasal & ¢¢hbhelang Nomor 10
Tahun 1998 tentang Perbankan, adalah ”...Agunaratdapnya berupa barang,
proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan krealitg bersangkutan. Tanah yang
kepemilikannya didasarkan hukum adat, yaitu tanahgybukti kepemilikannya
berupa girik, petuk, dan lain-lain yang sejenisalgpga digunakan sebagai agunan.
Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang ek berkaitan langsung
dengan objek yang dia biayai yang lazim dikenabderagunan tambahan”.

Barang jaminan atau agunan kredit harus mempurygaassyarat ekonomis
dan yuridis.

Syarat-syarat ekonomis barang jaminan yaitu:

(@) Mempunyai nilai ekonomis, dapat diperjualbatiksecara umum dan secara
bebas,

(b) Barang jaminan tersebut harus mudah dipasddqa harus mengeluarkan biaya
pemasaran yang berarti,

(c) Nilai barang jaminan lebih besar dari jumlaidit yang diberikan,

(d) Nilai barang jaminan harus konstan dan akhimlbaik kalau nilainya juga dapat
meningkat dikemudian hari,

(e) Kondisi dan lokasi barang jaminan tersebutupugtrategis (dekat dengan pasar
atau konsumen),

() Secara fisik jaminan tersebut tidak cepat lysutsak, sebab akan mengurangi
nilai ekonominya. Serta

(g) Barang jaminan tersebut mempunyai manfaat ekealalam jangka waktu

kredit yang dijaminnya.

34 Muhamad DjumhanaHukum Perbankan di IndonesiaCet.3, (Bandung : PT Cltra Aditya Bakti,
2000), hal. 396-398.
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Syarat-syarat yuridis barang jaminan adalah:

(a) Barang jaminan tersebut betul-betul milik detbsendiri atau pihak penjamin,

(b) Barang jaminan tersebut berada dalam kekua$aatur sendiri,

(c) Tidak berada dalam persengketaan dengan gétaja,

(d) Memiliki tanda bukti pemilikan berupa sertiftkatas nama nasabah yang
bersangkutan yang masih berlaku,

(e) Bukti-bukti pemilikan yang ada memenuhi peratan untuk diadakan bank
secara gadai (pand), hipotek, creditverband, fajulborgtocht, kuasa menjual,
dan lain-lain ketentuan pengikatan yang telah ajledin secara yuridis sesuai
perundang-undagan yang berlaku,

(f) Barang jaminan tersebut bebas dari ikatarijamdengan pihak laif

Harga tanah cenderung tidak pernah turun, karemapakan salah satu objek
yang sangat menguntungkan bagi para Kreditur sebaganan pelunasan utang
Debitur. Maksud dari tanah sebagai jaminan kredi#tiazh salah satu hak atas tanah
yang dapat dinilai dengan uang dan mempunyai ekahomi serta dapat dialihkan.
Hak atas tanah inilah yang dijadikan jaminan patam utang Debitur kepada
Kreditur.

Untuk dapat dijadikan jaminan utang tanah yang dmgkutan harus
mempunyai nilai yang dapat dihitung dengan uangena jika Debitur cidera janji
tanah yang dijadikan jaminan akan dijual, untulalgadikan jaminan utang dengan
dibebani hak jaminan atas tanah, selain harus dipdredua syarat tersebut, tanah
yang bersangkutan haknya harus termasuk golongam gidaftar dan secara tegas
ditunjuk oleh Undang-Undang sebagai objek lembagsk haminan yang

bersangkutar®

3 Kopong Paron PlysBahan Kuliah Hukum PerbankanProgram Studi Magister lImu Hukum,
Program Pasca Sarjana, Universitas Jember, C@0@7, hal. 5.
% Boedi Harsono,Op. Cit, hal. 57
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Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mendanan sebagai jaminan

hutang, antara lairt’

1.

Sistem Pembuktian Negatif;

Seseorang yang namanya tercantum di dalam sudipilsgratas tanah tersebut
dianggap selaku pemilik yang sah atas tanah nampangng dapat dibuktikan
sebaliknya oleh pihak lain maka dengan suatu kepuatiPengadilan kepemilikan
tanah itu dapat dibatalkan.

. Asas Pemisahan Horizontal;

Dalam asas ini seorang pemilik bangunan dan atawdableenda lain yang
berkaitan dengan tanah diatas suatu bidang tanmimbgntu sama dengan
pemilik tanah itu.

. Title Search;

a. Pengecekan mengenai legalitas sertipikat haktatah yang dijadikan jaminan
hutang, apakah asli, palsu atau aspal.
b. Apakah diatas tanah tersebut terdapat bebamblaia seperti adanya Hak

Tanggungan lain, blokir atau sedang dalam sengketa.

. Persetujuan Suami atau Isteri untuk Indonesia;

Hal ini diperlukan khusus untuk jaminannya, kareda keterangan dalam Pasal
35 dan 36 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 1 dahf74 tentang
Perkawinan yang menyatakan bahwa harta benda yaperokkh selama
perkawinan menjadi harta bersama dan perbuatamhukengenai harta bersama

harus mendapatkan persetujuan dari kedua belak. piha

. Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;

Apabila Debitur adalah Perseroan Terbatas harusrithfikan apakah untuk
menggunakan tanah yang merupakan asset Perserobatabetersebut harus
mendapatkan persetujuan Komisaris atau pemegaaghs&irena biasanya dalam

Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dinyatakan badnvaatan hukum untuk

37

Arie S. Hutagalung,Tebaran Pemikiran Seputar Hukum TanpaBet.1l, (Jakarta: Lembaga

Pemberdayaan Hukum Indonesia, 2005), hal. 329.

Universitas Indonesia

Tinjauan yuridis..., Pritha Anggraini, FHUI, 2011



29

meminjam dan menjaminkan asset Perseroan Terbatas tada persetujuan
komisaris atau pemegang saham.

6. Status pemilik dan calon pemilik tanah dan baaguasas nasionalitas);
Dalam hal pemilik atau calon pemilik tanah dan her@p yang dijaminkan
mempunyai isteri berkebangsaan asing, maka mepasal 35 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasay2t (3 Undang-Undang
Pokok Agraria, tanah menjadi tanah negara apabiiand jangka waktu 1 (satu)

tahun tidak dialihkan atau dilepaskan.

3. HartaWarisan Yang Belum Terbagi

Berdasarkan pasal 1083 Kitab Undang-Undang Hukende®a, pada saat
pewaris meninggal, maka terhadap harta yang dailkggnya segera dimiliki oleh
para ahli warisnya.

Inilah yang disebut milik bersama terikaeponden mede eigendpnSifat
khas milik bersama terikat adalah, bahwa atasb#png yang termasuk dalam harta
bersama itu tiap ahli waris berhak untuk bagiandgéam warisan. Umpamanya
sebuah warisan terdiri atas 2 (dua) rumah dan tasettuah mobil, dll. Tiap ahli
waris berhak atas tiap bagian rumah dengan tanataryanobil tersebut

Dalam hal ini kepemilikan suatu milik bersama atasisan dapat dikenali
dari hubungan yang masih ada diantara para perydjkgaitu hubungan sebagai
sesama ahli waris. Terhadap harta bersama terbahya dapat dipindahtangankan
atau dibebankan oleh dan dengan persetujuan sesmibkpya.

Di dalam pasal 1083 ayat (1) Kitab Undang-Undangku#n Perdata
ditentukan, bahwa akibat dari suatu pemisahan éarbpgian warisan, yaitu bahwa
ahli waris yang dibagikan suatu barang dari warlsendasarkan akta pemisahan dan

pembagian dianggap memiliki barang itu sejak pesvaeniggal dunia. Dan ia

% Tan Thong Kie,Studi Notariat dan Serba-serbi Notamiku I, Cet.2, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru
Van Hoeve, 2000), hal. 171.
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dianggap tidak pernah memiliki barang lain dari isam yang tidak dibagikan
kepadanya (pasal 1083 ayat (2)).

4. Hak Tanggungan

4.1. Pengertian Hak Tanggungan

Hak Tanggungan adalah Hak Jaminan yang dibebarkda pak atas tanah
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor HunTd960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atdaktberikut benda-benda lain
yang merupakan satu-kesatuan dengan tanah itk pelunasan utang tertentu, yang
memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kraéitientu terhadap kreditor-
kreditor lain. (Pasal 1 ayat 1 UUHT)

Pengertian hak tanggungan dapat kita lihat dalasalPh Ayat (1) Undang-
undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan lyariminyi :

“Hak Tanggungan adalah hak atas tanah beserta tbemdia yang berkaitan
dengan tanah yang selanjutnya disebut Hak Tanggumrgialah hak jaminan
yang dibebankan pada hak atas tanah yang sebagaidiaaksud dalam
Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang PeraturasarDRokok-pokok
Agraria berikut atau tidak berikut benda-benda le@ng merupakan satu
kesatuan dengan tanah-tanah itu, untuk pelunasang utertentu, yang
memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditotertier terhadap

kreditor-kreditor lainnya.”

Undang-undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggunéahir dengan

dilatarbelakangi oleh adanya kepentingan pembamguinebidang ekonomi, terutama
dalam menunjang kegiatan perkreditan. Dengan hghitdndang-undang No. 4 tahun
1996 Tentang Hak Tanggungan diharapkan akan mekabesuatu kepastian hukum
tentang pengikatan jaminan dengan tanah beser@afi®nda yang berkaitan dengan

tanah sebagai agunan.
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Hak tanggungan yang diatur dalam Undang-undang Hakggungan pada
dasarnya adalah hak tanggungan yang dibebankanhaddatas tanah. Namun, pada
kenyataannya seringkali terdapat benda-benda b&ampgunan, tanaman dan hasil karya
yang secara tetap merupakan satu kesatuan dengsn ytang dijadikan jaminan turut
pula dijaminkan. Sebagaimana diketahui bahwa Hukamah Nasional didasarkan pada
hukum adat, yang menggunakan asas pemisahan hatjsgang menjelaskan bahwa
setiap perbuatan hukum mengenai hak-hak atas tats@hdengan sendirinya meliputi
benda-benda tersebiit.

4.2. Ciri-ciri Hak Tanggungan
Di dalam penjelasan umum Undang-undang No. 4 T&l886 Tentang Hak

Tanggungan disebutkan bahwa hak tanggungan seleagaaga hak jaminan atas tanah

yang kuat harus mengandung ciri-citi:

1. Memberikan kedudukan yang diutamakan atau memgakepada pemegangnya
(droit de preference Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 daalRP&sAyat (1);

2. Selalu mengikuti obyek yang dijaminkan dalamgtan siapa pun obyek itu berada
(droit de suitg. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 7;

3. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya. Hajguaigan adalah hak jaminan atas
tanah untuk pelunasan piutang tertentu, yang mekaeikedudukan diutamakan
pada kreditor tertentu terhadap kreditor-krediton.| Maksudnya adalah jika debitor
cidera janji (wanprestasi) maka kreditor pemegaak tanggungan berhak menjual
tanah yang dibebani hak tanggungan tersebut medalelangan umum dengan hak
mendahului dari kreditor yang lain.

4. Memenuhi asas spesialitas dan publisitas hirdggsmt mengikat pihak ketiga dan
memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak penkepentingan.

Hak tanggungan tetap mengikuti obyeknya dalam tangiapa pun obyek
tersebut berada. Sifat ini merupakan salah satungamkhusus bagi kepentingan
pemegang hak tanggungan. Walaupun obyek dari hgktamgan telah berpindah tangan

dan menjadi milik pihak lain, kreditor masih tetéggpat menggunakan haknya untuk

3 purwahid Patrik, Kashadijukum Jaminan EdidRevisidengan UUHT Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro, Semarang, 2004, hal. 52.
9 Ibid, hal. 53.
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melakukan eksekusi, jika debitor cidera janji (waspasi), sebagaimana terdapat di

dalam Pasal 7 Undang-undang Hak Tanggungan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undangrgnidak Tanggungan
mengenai hal yang telah diperjanjikan terlebih daldalam Akta Pemberian Hak
Tanggungan yang bersangkutan, bahwa pelunasan ghytang dijamin dapat
dilakukan dengan cara angsuran yang besarnya samgam nilai masing-masing hak
atas tanah yang merupakan bagian dari obyek haggiagan. Sehingga hak
tanggungan tersebut hanya membebani sisa dari obgé&k tanggungan untuk
menjamin sisa hutang yang dilunasi, asalkan haggiamgan tersebut dibebankan
kepada beberapa hak atas tanah yang terdiri daeréyga bagian yang masing-
masing merupakan suatu kesatuan yang berdiri sedalr dapat dinilai secara
tersendiri.

Hak tanggungan merupakan perjanjian yang bersif@esssoir Di mana
pemberiannya haruslah merupakan ikutan dari péjanpokok, yaitu perjanjian
yang menimbulkan hubungan hukum utang piutang yéifgnin pelunasannya.
Sehingga hak tanggungan tergantung pada adanyaang@iutyang dijamin
pelunasannya yang membawa akibat :

- Dengan sendirinya hak tanggungan menjadi hapusn&ahukum, apabila utang
piutangnya itu berakhir atau hapus, baik karenarnaslan atau sebab lain yang
menyebabkan piutang yang dijaminnya itu menjadubap

- Hak tanggungan yang menjaminnya karena hukumlibetapada kreditor yang
baru dengan dialihkannya perjanjian utang piutaaggy bersangkutan kepada
kreditor lain secara cessie, subrogasi, pewaritansebab lainnya;

- Hak tanggungan merupakan bagian tak terpisahkanathu selalu melekat pada
perjanjian utang piutangnya, karena hapusnya hajgtangan tidak menyebabkan
hapusnya hutang yang dijamfh.

“! Rachmadi UsmarQp.Cit, hal. 75-76.
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4.3. Subyek dan Obyek Hak Tanggungan
- Subyek Hak Tanggungan
Yang dimaksud dengan subyek dalam hal ini adalambpd hak tanggungan dan
pemegang hak tanggungan.
1) Pemberi Hak Tanggungan

Dalam Pasal 8 Undang-undang Hak Tanggungan disablkhwa pemberi hak
tanggungan adalah orang atau badan hukum yang mgaipkewenangan untuk
melakukan perbuatan hukum terhadap obyek hak taggeuyang bersangkutan.
Berdasarkan Pasal 8 tersebut, maka pemberi haguaggn di sini adalah pihak yang
berutang atau debitor. Namun, subyek hukum lairadapla dimungkinkan untuk
menjamin pelunasan utang debitor dengan syarat grentiak tanggungannya
mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatannmuleshadap obyek hak
tanggungan. Kewenangan untuk melakukan perbuat&anhuerhadap obyek hak
tanggungan tersebut harus ada pada pemberi haguteg@n pada saat pendaftaran
hak tanggungan dilakukan. Karena lahirnya hak tanggn adalah pada saat
didaftarkannya hak tanggungan, maka kewenangankumtelakukan perbuatan
hukum terhadap obyek hak tanggungan diharuskampadia pemberi hak tanggungan
pada saat pembuatan buku tanah hak tangguffgan.

Dengan demikian, pemberi hak tanggungan tidak hamarsg yang berutang atau
debitur, akan tetapi bisa subyek hukum lain yangnmeiwyai kewenangan untuk
melakukan perbuatan hukum terhadap obyek hak tawggguya. Misalnya pemegang
hak atas tanah yang dijadikan jaminan, pemilik baag, tanaman dan/hasil karya
yang ikut dibebani hak tanggungan.

2) Pemegang Hak Tanggungan

Dalam Pasal 9 Undang-undang Hak Tanggungan dismbuikhwa pemegang
hak tanggungan adalah orang perseorangan atau ba#am yang berkedudukan
sebagai pihak yang berpiutang. Sebagai pihak yangidiang di sini dapat berupa
lembaga keuangan berupa bank, lembaga keuangan bakk, badan hukum lainnya

42 purwahid,Op. Cit hal. 62.
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atau perseorangafr.

Karena hak tanggungan sebagai lembaga jaminan atak tanah tidak
mengandung kewenangan untuk mengusseara fisik dan menggunakan tanah yang
dijadikan jaminanmaka tanah tetap berada dalam penguasaan pemkeanggungan.
Kecuali dalam keadaan yang disebut ddPfasal 11 ayat (2) huruf ¢ Undang-undang Hak
TanggunganMaka pemegang hak tanggungan dapat dilakukan olefgamnegara
Indonesia atau badan hukum Indonesia dan dapatojetpawarga negara asing atau
badan hukum asing.

- Obyek Hak Tanggungan

Obyek hak tanggungan adalah sesuatu yang dapabadibéengan hak tanggungan.

Untuk dapat dibebani hak jaminan atas tanah, mdkgeko hak tanggungan harus

memenuhi empat (4) syarat, yailf :

a. Dapat dinilai dengan uang, karena utang yamgnitj berupa uang. Maksudnya adalah
jika debitor cidera janji maka obyek hak tanggung@andapat dijual dengan cara
lelang;

b. Mempunyai sifat dapat dipindahkan, karena apad@bitor cidera janji, maka benda
yang dijadikan jaminan akan dijual. Sehingga apahilperlukan dapat segera
direalisasikan untuk membayar utang yang dijamiarn@sannya;

c. Termasuk hak yang didaftar menurut peraturaramgn pendaftaran tanah yang
berlaku, karena harus dipenuhi “syarat publisitaBlaksudnya adalah adanya
kewajiban untuk mendaftarkan obyek hak tanggungéand daftar umum, dalam hal
ini adalah Kantor Pertanahan. Unsur ini berkaitangan kedudukan diutamakan atau
preferen yang diberikan kepada kreditor pemegakdadrggungan terhadap kreditor
lainnya. Untuk itu harus ada catatan mengenai haggungan tersebut pada buku
tanah dan sertifikat hak atas tanah yang dibebanisghingga setiap orang dapat
mengetahuinya;

d. Memerlukan penunjukkan khusus oleh undang-undang

3 bid

44 Boedi HarsonoQp. Cit hal. 425.
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Dalam Pasal 4 undang-undang Hak Tanggungan diseblt&hwa yang dapat
dibebani dengan hak tanggungan adaf&h :
1. Hak Milik (Pasal 25 UUPA);
2. Hak Guna Usaha (Pasal 33 UUPA);
3. Hak Guna Bangunan (Pasal 39 UUPA);
4. Hak Pakai Atas Tanah Negara (Pasal 4 Ayat (@hg menurut ketentuan yang
berlaku wajib didaftar dan menurut sifatnya dagpindahtangankan. Maksud dari hak
pakai atas tanah Negara di atas adalah Hak Pakgi giberikan oleh Negara kepada
orang perseorangan dan badan-badan hukum perdatmmdgangka waktu terbatas,
untuk keperluan pribadi atau usaha. Sedangkan ki Bang diberikan kepada Instansi
instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan-b#@myamaan dan Sosial serta
Perwakilan Negara Asing yang peruntukkannya tentesén telah didaftar bukan
merupakan hak pakai yang dapat dibebani dengamahgkjungan karena sifatnya tidak
dapat dipindahtangankan. Selain itu, Hak Pakai ydihgrikan oleh pemilik tanah juga
bukan merupakan obyek hak tanggungan. Bangunan iR&usun dan Hak Milik Atas
satuan Rumah Susun yang berdiri di atas tanah Hilk Mak Guna Usaha, Hak Guna
Bangunan, dan Hak Pakai yang diberikan oleh Ned®asal 27 jo UU No. 16 Tahun
1985 Tentang Rumah Susun).

4.4. M ekanisme Pemberian Hak Tanggungan
Proses pembebanan Hak Tanggungan terdiri atastath#g, yaitu Tahap
Pemberian Hak Tanggungan dan Tahap Pendaftarai &fggungan.

4.4.1 Tahap Pemberian Hak Tanggungan
Untuk sahnya pembebanan Hak Tanggungan harus dhpeiga syarat,
yaitu*°

a. Pemberian Hak Tanggungan harus dibuktikam ateintik, yang sekarang

45 .

Ibid
8 Arie S.HutagalungSerba Aneka Masalah Tanah Dalam Kegiatan Ekonomat(S Kumpulan
Karangan) Cet.1, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukuimddsitas Indonesia, 1999), hal. 220.
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dilaksanakan dengan pembuatan Akta Pemberian Haggliagan oleh PPAT
(sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) UUHT);

b. Syarat Spesialitas, artinya harus disebutkamaju pinjamannya secara pasti
(pinjaman pokok ditambah bunganya) dan disebutkala penunjukan tanah
sebagai jaminan hutang (keterangan yuridis dak femmah yang bersangkutan
secara rinci) (sebagaimana diatur dalam Pasal atl(ayUUHT);

b. Syarat Publisitas, artinya setiap pemberian Halg@iangan harus didaftarkan di
Kantor Pertanahan agar pihak-pihak yang berkepganidapat mengetahui.
(sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Undadigng Hak Tanggungan).

Menutur Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggunjanji akan memberikan
Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan kredig ydiperjanjikan sebagai
pendahuluan dalam tahap pemberian Hak Tanggungemi. térsebut merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian utaingang. Perjanjian harus tertulis,
dapat berupa akta di bawah tangan namun bisa jedzemtuk otentik, tergantung
pada ketentuan hukum yang mengatur materi perfapdag bersangkutan.

Menurut pasal 10 ayat (2) UUHT setelah perjanjiaokok diadakan,
pemberian Hak tanggungan dilakukan dengan pembuakia Pemberian Hak
Tanggungan yang dibuat oleh PPAT sesuai dengamtkete perundang-undangan
yang berlaku.

Pada saat pelaksanaannya, pemberi hak tanggungas Hedir sendiri sebagai
orang yang berhak atas obyek hak tanggungan. Apabinberi hak tanggungan tidak
dapat hadir maka dapat dikuasakan kepada pihaktwretin pemberian kuasa tersebut
harus dilakukan di hadapan Notaris atau PPAT deagtmotentik yang disebut dengan
Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT).

Bentuk akta adalah akta otentik dan SKMHT harus evari syarat-syarat yang
disebut dalam Pasal 15 Ayat (1) Undang-undang Halggungan agar SKMHT tersebut
sah. Syarat-syarat tersebut yaitu :

a) Tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatarurnukintuk menjual atau
menyewakan obyek hak tanggungan atau pun untuk unesgerpanjangan jangka
waktu berlakunya hak atas tanah yang dijadikanrjami
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b) Tidak memuat kuasa substitusi. Pengertian dubstdalam Undang-undang Hak

tanggungan adalah penggantian penerima melaluakpersgalihan.

c) Wajib mencantumkan secara jelas obyek hak targggy jumlah hutang, nama dan

identitas krediturnya serta nama dan identitastdetya jika debitur bukan pemberi

hak tanggungan.

Janji-janji yang dicantumkan dalam Akta Pembekkak Tanggungan sesuai

dengan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Hak Tangguadglah sebagai berikut:

a.

Janji membatasi kewenangan pemberi Hak Tanggungémk umenyewakan
obyek Hak Tanggungan;

Janji yang membatasi kewenangan pemberi Hak Tamgguontuk mengubah
bentuk atau tata susunan obyek Hak tanggunganakedengan persetujuan
tertulis lebih dahulu dari pemegang Hak Tanggungan;

Janji yang memberikan kewenangan kepada pemegakd &teggungan untuk
mengelola obyek Hak Tanggungan berdasarkan pemetdptua Pengadilan
Negeri yang daerah hukumnya meliputi letak obyek Hlanggungan apabila
debitur sungguh-sungguh cidera janji;

Janji yang memberikan kewenangan kepada pemegakd &taggungan untuk
menyelamatkan obyek Hak Tanggungan, jika hal itpedikan untuk
pelaksanaan eksekusi atau untuk mencegah menjausyga atau dibatalkannya
hak yang menjadi obyek Hak Tanggungan karena tidglenuhi atau
dilanggarnya ketentuan undang-undang;

Janji bahwa pemegang Hak tanggungan pertama memiploal untuk menjual
atas kekuasaan sendiri obyek Hak Tanggungan aphhitor cidera jan;i;

Janji yang diberikan oleh pemegang Hak Tanggungaiama bahwa obyek Hak
Tanggungan tidak akan dibersihkan dari hak Tangauing

Janji bahwa pemegang Hak tanggungan tidak akanpaskan haknya atas
obyek Hak tanggungan tanpa persetujuan tertulisbi@rdahulu dari pemegang
Hak Tanggungan;

Janji bahwa pemegang Hak Tanggungan akan mempesaligtuh atau sebagian

dari ganti rugi yang diterima pemberi Hak Tanggungantuk pelunasan
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piutangnya apabila obyek Hak Tanggungan dilepakkitinya oleh pemberi Hak
Tanggungan atau dicabut haknya untuk kepentingamym

i. Janji bahwa pemegang Hak Tanggungan akan mempeyeligtuh atau sebagian
dari uang asuransi yang diterima pemberi Hak Tanggo untuk pelunasan
piutangnya, jika obyek Hak Tanggungan diasuransikan

j. Janji bahwa pemberi Hak Tanggungan akan mengosongkayek Hak
Tanggungan pada waktu eksekusi Hak Tanggungan;

k. Janji yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4).

Selanjutnya Undang-undang hak Tanggungan menetagikgang sifatnya wajib
untuk sahnya APHT. Dengan tidak dicantumkannya raedangkap maka akan
mengakibatkan APHT tersebut batal demi hukum. DaRasal 11 Ayat (1) Undang-
undang Hak Tanggungan disebutkan hal-hal yang wdiglantumkan dalam APHT
tersebut, antara lair'*

1) Nama dan identitas pemberi dan pemegang haktagan.

2) Dalam hal ini jika hak tanggungan dibebankanappbhda benda-benda yang
merupakan satu kesatuan dengan tanah milik oraloggmgian atau badan hukum lain
dari pemegang hak atas tanah, pemegang hak taragjgad@lah pemegang hak atas
tanah bersama-sama pemilik benda tersebut.

3) Domisili para pihak, dan apabila diantara mereki yang berdomisili di luar
Indonesia, maka harus dicantumkan pula domisilngi di Indonesia. Jika domisili
pilihan tersebut tidak dicantumkan, maka kantor PRAmpat pembuatan APHT
dianggap sebagai domisili yang dipilih.

4) Penunjukkan secara jelas utang atau utang-ytang dijamin pelunasannya dengan
hak tanggungan. Dalam hal ini memuat juga nama idantitas debitur yang
bersangkutan.

5) Nilai tanggungan, yaitu suatu pernyataan sarsppimlah berapa batas uang yang

dijamin dengan hak tanggungan yang bersangkutamgutang sebenarnya bisa

47 Kashadi,Pelaksanaan Pembebanan Hak Tanggungan, di Dalamatipdndang Hakranggungan (UU
No. 4 tahun 1996)%akultas hukum Universitas Diponegoro, Majalah radsaasalah
Hukum, Semarang, 1995, hal. 14.
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kurang dari nilai tanggungan tersebut.

6) Uraian yang jelas mengenai obyek hak tanggunghaaian ini meliputi rincian
mengenai sertipikat hak atas tanah yang bersanglaitas bagi tanah yang belum
terdaftar sekurang-kurangnya memuat uraian keganililetak, batas-batas dan luas

tanahnya.

4.4.2. Tahap Pendaftaran Hak Tanggungan

Untuk lahirnya Hak Tanggungan tersebut masih hatigenuhi syarat
publisitas, yaitu pendaftarannya oleh Kepala Kamertanahan yang diatur dalam
pasal 13 Undang-Undang Hak Tanggungan dan Peratianteri Negara

Agraria/Kepala BPN Nomor 3 tahun 1997 serta Suramtelri Negara Agraria/Kepala

BPN tanggal 26 Juni 1996 Nomor 630.1-1826.

Menurut Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) Undang-bgdi#ak Tanggungan, tata
cara pelaksanaan pendaftaran Hak Tanggungan as#dlagai berikut:

1. Setelah penandatanganan Akta Pemberian Hak Tlaggg yang dibuat oleh
PPAT dilakukan oleh para pihak, PPAT mengirimkantaAlPemberian Hak
Tanggungan yang bersangkutan dan warkah lain y#@peylekan oleh Kantor
Pertanahan.

2. Pendaftaran Hak Tanggungan dilakukan oleh KantortaR&@han dengan
membuatkan Buku Tanah Hak Tanggungan dan mencatakam buku tanah
hak atas tanah yang menjadi obyek Hak Tanggungda sgenyalinnya pada
sertipikat atas tanah yang bersangkutan.

3. Tanggal buku tanah Hak Tanggungan adalah tanggal Keujuh setelah
penerimaan secara lengkap surat-surat yang digerloé&gi pendaftarannya.

Maka dapat diketahui dari pasal 14 Undang-Undaalg Fanggungan bahwa
lahirnya Hak Tanggungan yaitu pada saat dibuatké&n banah Hak Tanggungan dan

mencantumkan tanggal pembuatannya pada Buku Taalaf &éhggungan dalam

8 Boedi HarsonoHukum Agraria Indonesia. Sejarah Pembentukan Ugddndang Pokok Agraria
Isi dan Pelaksanaanny&etakan-9, (Jakarta: Djambatan, 2003) , hal. 404
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tujuh hari kerja, salinan Akta Pemberian Hak Tamggun yang dijilid menjadi satu
dokumen yang disebut Sertipikat Hak Tanggungan.

Sertipikat hak tanggungan memuat irah-irah dengata-kata “DEMI
KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, yang berarti
sertipikat hak tanggunganempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengarsgu
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukumap tehelalui tata cara dan
menggunakan lembaga parate eksekusi sesuai deegaiuran Hukum Acara Perdata
Indonesia.

Namun bila diperjanjikan lain, maka sertipikat lzls tanah yang telah dibububhi
catatan pembebanan hak tanggungan dikembalikand&epamegang hak atas tanah
yang bersangkutan dan untuk sertipikat hak tanggurdiserahkan kepada pemegang
hak tanggungan.

Untuk melindungi kepentingan kreditur, maka dajpga sertipikat hak atas tanah
tetap berada ditangan kreditur. Hal ini dimungkiml@eh Pasal 14 Ayat (4) Undang-
undang Hak Tanggungan yang menyatakan kecualdjperjanjikan lain, sertipikat hak
atas tanah yang telah dibubuhi catatan pembebaiat@hggungan dikembalikan kepada

pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

5. Wanprestasi

Yang dimaksud dengan wanprestasi adafh :
“tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban g&ib@ana mestinygang
dibebankan oleh kontrak kepada pihak-pihak terteeperti yanglisebut dalam
kontrak yang bersangkutan.”

Dari uraian tersebut maka bentuk-bentuk wanpreatieah sebaghberikut 20

1) Debitor tidak memenuhi prestasi sama sekali;

2) Debitor terlambat dalam memenuhi prestasi;

3) Debitor berprestasi tidak sebagaimana mestinya.

S Munir Fuady Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum BisniBandung :PT. Citra Aditya Bakti,
2001), hal. 87.

50Purwahid Patrik dan Kashadiukum JaminanFakultas Hukum Universitas Diponegoro,
Semarang, 2001, hal. 11.
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Berdasarkan uraian bentuk-bentuk wanprestasi @i #&tabul keraguan apakah
pada waktu debitur tidak memenuhi prestasi termdildk memenuhi prestasi sama
sekali atau terlambat dalam memenuhi prestasi. Nekabannya adalah bahwa apabila
debitur sudah tidak mampu untuk memenuhi prestasimgka ia termasuk dalam bentuk
yang pertama. Tetapi apabila debitur masih mampmenehi prestasinya dianggap
sebagai terlambat dalam memenuhi prestasi. Tindakamprestasi membawa
konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang diainguntuk menuntut pihak yang
melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti regijngga oleh hukum diharapkan
agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan kameamprestasi tersebut. Sehingga
debitur harus :

1. Mengganti kerugian;

2. Benda yang dijadikan obyek dari perikatan sejakt tidak dipenuhi kewajiban
menjadi tanggung jawab dari debitor;

3. Jika perikatan itu timbul dari perjanjian yangial balik, kreditor dapat minta

pembatalan (pemutusan) perjanji%.

Di samping debitur harus bertanggung jawab tenkatgnal tersebut di atas, maka yang
dapat dilakukan oleh kreditur dalam menghadapi tdebyang wanprestasi itu di
antaranya adalalt?

1. Dapat menuntut pembatalan/pemutusan perjanjian;

2. Dapat menuntut pemenuhan perjanjian;

3. Dapat menuntut pengganti kerugian;

4. Dapat menuntut pembatalan dan pengganti kerugian

5. Dapat menuntut pemenuhan dan pengganti kerugian.

o1 Purwahid PatrikPasar-dasar Hukum Perikatal€V. Mandar Maju, Bandung, 1994 hal. 11.

52 Purwahid PatrikDp. Cit, hal. 12.
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Penyelesaian kredit macet secara damai dapat Kdakterhadap debitur yang masih
mempunyai itikad baikiooperatij untuk menyelesaikan kewajibannya.
Penyelesaian kredit secara damai antara lain ntielipu
1) Keringanan tunggakan bunga dan atau denda
Pemberian keringanan bunga dan atau denda makssebatas bunga dan atau
denda yang belum terbayar oleh yang bersangkutan.
2) Penjualan sebagian atau seluruh agunan secaBawah Tangan oleh debitur
atau pemilik agunan untuk angsuran atau penyelegaiaajiban debitor.
3) Pengambilalihan aset debitur oleh Bank untuksaran atau penyelesaian
kewajiban debitur.
4) Pengurangan tunggakan pokok kredit
Penyelesaian kredit dengan pengurangan tunggakkok pkredit baru dapat
dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Rapatint Pemegang Saham
(RUPS)

6. Eksekusi Hak Tanggungan
6.1. Pengertian Eksekusi Secara Umum

Eksekusi adalah pelaksanaan putusan pengadilag tgah memperoleh
kekuatan hukum tetap’®

Eksekusi yang dimaksud adalah melaksanakan secakaa pputusan
Pengadilan dengan bantuan kekuatan huRtim.

Adapun yang menjadi asas-asas dalam eksekusi atabai berikuf®

1. Menjalankan Putusan yang berkekuatan hukum tetdd B

>3 salim. H.S, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesiet.1, (Jakarta : PT. Raja Grafindo,
2004), hal. 188

>4 wildan Suyuthi Musthofa. Praktek Kejurusitaan PengadilanJakarta : Mahkamah Agung
Republik Indonesia, 2002), hal. 37

S\, Yahya HarahapRuang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdzt.1, (Jakarta : Sinar
Grafika, 2005), hal. 1
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2. Putusan tidak dijalankan dengan sukarela
3. Putusan mengandung ar@amdemtoir
4. Eksekusi atas perintah dan dibawah pimpinan Kegamg&dilan.

Untuk melaksanakan eksekusi tidak hanya diperlakianya ingkar janji dari
Debitur, tetapi juga diperlukan satu syarat lasifyutang yang dijamin dengan Hak
Tanggungan itu sudah dapat ditagih. Sifat dapagiihya utang dapat terjadi tidak
semata-mata karena jangka waktu Perjanjian Utang ggamin dengan pemberian
Hak Tanggungan sudah jatuh tempo dan Debitur tcklkinasi utangnya, akan tetapi
utang itu sudah dapat ditagih. Hal ini didasarkadgpPasal 1271 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata dan dapat juga diperjanjikandalam Akta Hak
Tanggungan®

6.2. Prosedur Eksekus Hak Tanggungan

Pengertian lelang menurut Pasal 1 Vendu, digunag@iah penjualan di
muka umum, yaitu pelelangan dan penjualan barang ye&dakan di muka umum
dengan persetujuan yang semakin menurun atau peratafharga, atau dimana
orang-orang yang diundang atau sebelumnya sudsdritdhu tentang pelelangan
atau penjualan, atau kesempatan yang diberikandkep@ng-orang yang berlelang
atau yang membeli untuk menawar harga, menyetajpgiehatau mendaftarkan.

Dalam Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggurgak untuk
menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan semdirupakan salah satu
perwujudan dari kedudukan yang diutamakan ataupneteren yang dimiliki oleh
Pemegang Hak Tanggungan Pertama, apabila pemegdng@diggungan lebih dari
satu orang. Hak untuk menjual atas kekuasaan sehdm melekat apabila
diperjanjikan secara tegas dalam Akta Pemberian Halggungan. Janiji itu berisi
penegasan bahwa apabila Debitur cidera janji, npd@egang Hak Tanggungan
berhak menjual objek Hak Tanggungan melalui peggdarumum tanpa memerlukan

° Mariam Darus BadrulzamaiKompilasi Hukum JaminarCet.1, (Bandung : Mandar Maju, 2004),
hal. 101.
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persetujuan dari pemberi Hak Tanggungan. Apabiig tarsebut telah dituangkan
dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan, maka penjualang dapat dilakukan
tanpa campur tangan pengadilan. Pemegang Hak Tagggudapat langsung
meminta pelaksanaan penjualan kepada Kantor LaugPejabat Lelang.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat dari J. Sang menyatakan bahwa
prosedur eksekusi sebagaimana yang dimaksudkam dsaal 6 Undang-Undang
Hak Tanggungan, yaitu Kreditur Pertama pemegang Hakggungan cukup
mengajukan permohonan untuk pelaksanaan pelelakgaada Kantor lelang
Negara. Hak Kreditur untuk menjual obyek Hak Tamggan atas kekuasaan sendiri
di depan umum sudah diberikan oleh Undang-Undanglisekepada Kreditur
pemegang Hak Tanggungan Pertama. Kewenangan &k digeroleh dari pemberi
Hak Tanggungan tetapi sudah dengan sendirinya adanga atas dasar Undang-
Undang sendiri memberikan kepadanya.

Pada asasnya setiap permintaan penjualan lelarsjumgérantara Kantor Lelang
tidak boleh ditolak oleh Juru atau Pejabat Lelasgpanjang permintaan masih
meliputi daerah hukum Kantor lelang Yang Bersang.if

Menurut Pasal 20 sampai dengan Pasal 21 UndangagnHak Tanggungan
diatur mengenai eksekusi Hak Tanggungan, yaitu:

1. Eksekuss Pemegang Hak Tanggungan Untuk Menjual Objek Hak
Tanggungan Atas K ekuasaan Sendiri M elalui Pelelangan Umum.

Apabila Debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggm berhak untuk
menjual objek Hak Tanggungan melalui pelelangan mntanpa memerlukan
persetujuan lagi dari pemberi Hak Tanggungan ddanggnya mengambil
pelunasan piutangnya dari hasil penjualan itu lelahulu dari kreditur-kreditur
yang lain, sedangkan sisa hasil penjualan tetagacigmak pemberi Hak

>3, Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir dari Pefjan, (Bandung : Citra Aditya Bakti,
2001), hal. 220

%8 M. Yahya Harahap Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Pard@lakarta : PT.
Gramedia, 1989), hal. 113.
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Tanggungarr®

Lelang sebagai perbuatan hukum yang memaksa, mgmaipperanan yang
sangat penting dalam membantu menyelesaikan masalsalah perdata yang
ditangani oleh Pengadilan Negeri maupun PUPN lelarggupakan sarana
perekonomian yang bersifat terbuka dan obyektiinggfa dapat diperoleh harga
yang wajar. Penyelenggaraan lelang yang dilakulamara profesional dapat
berkembang menjadi salah satu sarana perekonoraiag semakin diminati
untuk menyelesaikan masalah kredit matet.

Setelah obyek Hak Tanggungan dilelang, dalam pkaise Debitur
secepatnya melaksanakan pengosongan terhadap ldbkekanggungan dilelang
itu secara paksa yang dilaksanakan atas perintakdidzawah pengawasan Ketua
Pengadilan negeri, sedangkan yang melaksanakarogmrgan tersebut adalah
Juru Sita, apabila perlu dibantu oleh POLRI ataICP

2. Eksekusi Atas Titel Eksekutorial Yang Terdapat pada Setipikat Hak
Tanggungan
Sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-undang Tidaggungan dapat
dijadikan dasar penjualan obyek Hak Tanggunganlmgialelangan umum menurut
tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundadgngan. Eksekusi Hak
Tanggungan berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) hurufPa3al 14 Undang-undang Hak
Tanggungan ini memerlukan campur tangan pengadilan.
Sebelum melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan,lap2bbitur lalai
memenuhi kewajibannya, maka yang harus dilakukeh Blebitur pertama kali,
yaitu harus membuat surat permohonan eksekusi gédngikan kepada Ketua

Pengadilan Negeri sesuai dengan pilihan hukum {emera di dalam Akta

*9 salim H.S., Perkembangan Hukum Jaminan Di Indone<i@t.1, (Jakarta : PT. Raja Grafindo,
2004), hal. 190.
0| Made SoewandBalai lelang (Yogyakarta: Gloria, 2005), hal. 31

®1 Retnowulan Sutantdzksekusi Hak Tanggungan (Makalah disampaikan paslaifgar Nasional
UUHT di Fakultas Hukum di Sumatera Utara, tanggalui 1996, di Medan)
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Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) dengan dilampkiiden-dokumen yang
diperlukan untuk itu. Sebelum pendaftaran permohaisekusi lelang jaminan
hutang atas Hak Tanggungan ke Pengadilan Negeg lgarwenang dilakukan,
terlebih dahulu Coorporate Legal Divisonmembuat Legal Opinion yang
didasarkan pada data-data, bukti-bukti yang tedeiigan pinjaman-pinjaman dan
jaminan-jaminan Debitur sebagai bahan pertimbargan Komite (manajemen)
untuk memutuskan apakah penyelesaian pinjamanusfaihg terutang ditempuh
melalui jalur hukum yaitu eksekusi Hak Tanggungiauanelalui gugatan perdata
biasa.

Setelah permohonan eksekusi lelang jaminan hutaegnida dari kreditur,
maka Pengadilan akan mempelajarainya dan apabdap@& alasan yang cukup
maka Pengadilan akan melaksanakan eksukusi led@amggn hutang Debitur atas
dasar Hak Tanggungan, yang diawali dengan Tegukanntaning berdasarkan
Pasal 196 HIR dan dalam jangka waktu yang telabtajikan oleh Ketua
Pengadilan Negeri untuk memanggil Debitur; dan dasananggilan tersebut
dituangkan dalam suatu “Penetapan”.

Salah satu syarat pokok eksekusi adalah Peringagamanmaning Tanpa
aanmaning eksekusi tidak boleh dijalankan. Dalam Pasal H#® atau Pasal 207
RBG ditentukan mengenai batas maksimum tengganguwaknmaningyang
diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri yaitu palarga “delapan hari”.

Dari batas maksimum masa aanmaning tersebut, b&aia Pengadilan
Negeri boleh memberi batas kurang dari delapan hasalnya dua atau lima hari.
Akan tetapi, dalam praktiknya hampir semua KetuagBdilan Negeri memberi
tenggang masaanmaning maksimum yaitu delapan hari, jarang sekali yang
memberikan masaanmaningkurang dari delapan haf?

Apabila Debitur tidak mengindahka@anmaningtersebut dan atau Debitur

sudah dipanggil tetapi tidak datang menghadap peskelah dilakukan

2\, Yahya HarahapRuang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Pardzt.1, (Jakarta : Sinar

Grafika, 2005), hal. 31
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pemanggilan dengan sepatutnya, jika terdapat algsagy patut reasoneble
defaul) atas ketidakhadiran Debitur, maka dilaksanakgortn ulang sedangkan
jika Debitur tidak hadir tanpa alasan yang s#fdult without legal reasgnmaka
tidak diperlukan adanya proses sidang peringatieh karena itu tidak perlu
diberi tenggang masa peringatan. Selanjutnya peynah penetapan eksekusi
dapat diajukan oleh Bank atau Kreditur kepada Ké&teiagadilan negeri wilayah
dimana tanah terletak atau Pengadilan Negeri memomisili hukum yang
dipilih dalam Perjanjian kredit. Dokumen-dokumemgekung harus dilengkapi
untuk memenuhi syarat dalam mengajukan permohorksekesi, seperti
Sertipikat Hak Tanggungan, serta bukti-bukti tegtajumlah hutang dan
sebagainya. Dalam hal Debitur tidak hadir, makaarseex officio Ketua
Pengadilan Negeri dapat langsung mengeluarkan ggeareeksekusi.

Pengadilan Negeri setelah memeriksa kelengkapamndek maka Ketua
Pengadilan Negeri karena jabatannya akan mengeluaBkirat Perintah untuk
menyita obyek yang dijadikan jaminan dalam Hak Tamgan tersebut diikuti
dengan perbuatan Berita Acara Sita (Peletakan 8l&t) jurusita pengadilan.
Dengan adanya penetapan sita dari Ketua Pengdediksebut, maka eksekusi Hak
Tanggungan dilaksanakan oleh Kreditur. Setelah baru disusul dengan
penetapan lelang, pengumuman lelang dan pelaséiaag. Pengumuman lelang
harus diumumkan 2 (dua) kali berselang 15 (limad)ehari di harian yang terbit
di kota dimana tanah terletak atau kota yang batdekdengan obyek tanah yang
akan dilelang. Kewajiban Debitur untuk melunasiamghnya berlangsung sampai
saat pengumuman untuk lelang dikeluarkan sehingggualan (pelaksanaan
eksekusi) dapat dihindaff

Uang hasil lelang akan dipergunakan untuk membtagihan dari Bank
atau Kreditur tersebut, setelah dibayar terlebihutia biaya perkara, termasuk
biaya lelang dan apabila ada kelebihannya, makg teeebut akan dikembalikan

kepada pemegang utang (Debitur).

®3 Miriam Darus BadrulzamarKompilasi Hukum JaminarCet.1, (Bandung : Mandar Maju, 2004),
hal. 106.
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Jadi yang didahulukan pembayarannya adalah biajanee termasuk biaya lelang,
yang menurut Pasal 1139 Kitab Undang-Undang Hukend@®a memang termasuk

piutang negara yang pembayarannya harus didahultfkan

3. Eksekusi M elalui Dirjen Piutang dan Lelang Negara (DJPLN / KP2LN)

Bank sebagai kreditor pemegang Hak Tanggungan rpertalapat langsung
mengajukan permohonan lelang kepada KP2LN (Kan&lay@nan Piutang dan
Lelang Negara).

Adapun prosedur lelangnya sebagaimana diatur d8laiat Edaran Kepala Badan
Urusan Piutang dan Lelang Negara No. SE-23/PN/20@htang Petunjuk
Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan adalah :~:eb:;[§jfz|u'tb85
(1) Bank selaku kreditor pemegang Hak Tanggunga&mtama mengajukan

permohonan lelang ke KP2LN setempat dengan melkarpatokumen-dokumen

antara lain :

a. Salinan/fotokopi Perjanjian Kredit;

b. Salinan/fotokopi sertipikat Hak Tanggungan daktaA Pemberian Hak
Tanggungan (APHT);

o

Salinan/fotokopi Sertipikat Hak Atas Tanah galibebani Hak Tanggungan;

d. Salinan/fotokopi bukti bahwa debitor cidera jamjpng dapat berupa
peringatan-peringatan maupun pernyataan dari Panfiiireksi bank yang
bersangkutan;

e. Salinan/fotokopi pernyataan dari Pimpinan/Dirdi@nk yang bersangkutan

selaku kreditor yang isinya akan bertanggung jaaybila terjadi gugatan.

%4 Retnowulan SutantjoEksekusi Hak Tanggungan (Makalah disampaikan paelainar Nasional
UUHT di Fakultas Hukum di Sumatera Utara, tanggalul 1996, di Medan)

65 John Berty Rays dan Doni Indarteksekusi Hak Tanggungan Sebagai Alternatif DalamyBlesaian
Kredit Macet,Penyuluhan Departemen Keuangan RI Direktorat Jah&gutangdan Lelang Negara
KANWIL V Semarang, tanggal 6 Juni 2006 di Bank Dawa Pemud&emarang.
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f. Salinan/fotokopi Surat Keputusan Penunjukan an;j

g. Daftar barang yang akan dilelang.

(2) KP2LN kemudian menentukan tanggal, waktu demp@at lelang dengan

®3)

(4)

(5)

(6)

()

(8)

9)

(10)

(11)

memperhatikan keinginan penjual.
Pelaksanaan lelang Pasal 6 Undang-undang Hiaggingan ini dapat melibatkan
Balai Lelang pada jasa Pra Lelang.

Bank selaku kreditor pemegang Hak Tanggungartap@ melaksanakan
pengumuman lelang secara luas melalui selebarardmethk/media elektronik
dalam jangka waktu 2 kali 15 hari.

KP2LN meminta Surat Keterangan Tanah dari kityak Tanggungan yang akan
dilelang ke Kantor Pertanahan setempat.

Bank selaku kreditor pemegang Hak Tanggungatama menentukan nilai limit
dari aset yang akan dilelang. Nilai limit sedapanhgkin ditentukan oleh penilai.
Selanjutnya masyarakat yang berminat mengikelang harus memenuhi
persyaratan yang ditentukan dalam pengumuman letkmy dapat meminta
keterangan lebih lanjut mengenai obyek lelang kag&@2LN atau bank selaku
kreditor pemegang Hak Tanggungan pertama, sertt dagninjau obyek lelang.
Lelang dilaksanakan oleh atau di hadapan Bejadlang. Pejabat Lelang dalam
melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Pemaraiug @alam hal penawaran
barang dilakukan secara lisan.

Setelah ditentukan pemenang lelangnya (pemBajabat Lelang bersama-sama
dengan bank kreditor pemegang Hak tanggungan pertaan Pembeli
menandatangani Risalah Lelang.

Pembeli membayar uang hasil lelang kepada KP2&elanjutnya, KP2LN
memungut Bea Lelang dari Pembeli dan Penjual, dgakgpajak lain yang
terkait dan menyetorkan pungutan-pungutan tersddeutKkas Negara serta
menyerahkan hasil bersih lelang kepada bank kredgemegang Hak
Tanggungan pertama.

Pembeli lelang selanjuthya menerima barang déwkumen-dokumen
kepemilikannya serta Petikan Risalah Lelang darRIK¥ untuk dipergunakan

sebagai dasar peralihan hak.
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4. Eksekusi M elalui Penjualan Di Bawah Tangan
Salah satu kelebihan Sertipikat hak Tanggunganahdatanya hak yang
diberikan oleh Undang-Undang Hak Tanggungan kepads&egang Hak Tanggungan
apabila Debitur cidera janji untuk menjual obyekkHeanggungan atas kekuasaan
sendiri melalui pelelangan umum serta mengambilinasan piutangnya dari hasil
penjualan lelang tersebut. Disamping itu sertipikdak Tanggungan yang
mempunyai titel eksekutorial mempunyai hak eksekaitoyang sama dengan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatmnhtetap dan dapat berfungsi
sebagai pengganti grosse akta hipotik pada hakatak®®
Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tangg(Rgaal 20 ayat (2)

Undang- Undang Hak Tanggungan), penjualan obyek Hakggungan dapat
dilaksanakan di bawah tangan jika dengan demikiamkan dapat diperoleh harga
tertinggi yang menguntungkan semua pihak. Adapuarasysyarat penjualan di
bawah tangan itu adalah sebagai berfkut:
1. Hal tersebut disepakati oleh pemberi dan pengebiak Tanggungan;

Hal ini dimaksudkan untuk mempercepat penjualarekiiyak Tanggungan dan

juga untuk mengurangi pengeluaran biaya eksekusg yaarus dipikul oleh

Debitur. Kesepakatan baru dapat dibuat setelatadiegidera janji, dengan

demikian tidak boleh disepakati dan dituangkan alakta Pemberian Hak

Tanggungan, tetapi Debitur harus cidera janji tehledahulu, baru disepakati

penjualan di bawah tangan. Hal ini untuk melindukgpentingan Debitur dari

kesewenangan pemegang Hak Tanggungan, sebab penaansejak semula

klausul tentang itu dalam klausul tentang itu dal&kta Pemberian Hak

Tanggungan dapt memberi keleluasaan yang sangat keysada pemegang Hak

66 Bambang SetioprojdPengaman Kredit Perbankan Yang Dijamin Oleh Hakggungan (Makalah
pada Seminar Seminar Nasional UUHT di Fakultas Hokli Sumatera Utara, tanggal 5 Juli 1996, di
Medan)

7 M. Yahya HarahapRuang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdaet.1, (Jakarta:Sinar
Grafika, 2005), hal. 199
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Tanggungan untuk melakukan penjualan di bawah tafja

2. Pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewsatli) bulan sejak diberitahukan
secara tertulis oleh pemberi dan/atau pemegangTidaggungan kepada pihak-
pihak yang berkepentingan;

3. Diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) surab&r yang beredar di daerah
yang bersangkutan dan/atau media massa setempat;
Apabila terjadi perbedaan antara tanggal pembewdah dengan tanggal
pengumuman di surat kabar atau media massa, maggajavaktu 1 (satu) bulan
terhitung sejak tanggal paling akhir di antara lkethnggal tersebut.

4. Tidak ada pihak yang menyatakan keberatan.rtlahituk melindungi pihak-pihak
yang berkepentingan, misalnya para pemegang Hagglagan dan pemberi Hak
Tanggungan.

5. Tuntutan K epailitan melalui Pengadilan Niaga

Tuntutan kepailitan melalui Pengadilan Niaga sedéentuan yang berlaku.
Ketentuan ini lebih memantapkan kedudukan diutamg@megang Hak Tanggungan
dengan mengecualikan berlakunya akibat kepailiemheri Hak Tanggungan terhadap
obyek Hak Tanggungan. Dengan kata lain, pemegakdrdiaggungan tetap mempunyai
hak untuk memperoleh pelunasan piutangnya meskdelitor telah dinyatakan pailit

dengan hak mendahulu dari kreditor yang lain.

7.SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG)
7.1. Arti dan Makna Sita Jaminan
Dalam hal seseorang mengajukan gugatan ke Pengadéiigeri, pasti bukan

hanya mengharapkan agar memperoleh putusan yarguntangkan baginya, tetapi

®8 Mariam Darus BadrulzamarKompilasi Hukum JaminarCet.1, (Bandung: Mandar Maju, 2004),
hal. 106
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juga berharap bahwa putusan tersebut akhirnya dhile&sanakan. Apalah artinya
kemenangan penggugat atas gugatannya namun tigelit ddaksanakan, karena
pihak tergugat sudah tidak lagi mempunyai hartaaka&n yang dapat digunakan
untuk melaksanakan putusan gugatan tersebut, hamgaa seluruh harta kekayaan
tergugat telah dialihkan kepemilikannya atau dikepada pihak ketiga lainnya.

Sita jaminan mengandung arti, bahwa, untuk menjapailaksanaan suatu
putusan dikemudian hari, barang-barang milik teagjumnik yang bergerak maupun
yang tidak bergerak selama proses persidanganngetag, terlebih dahulu disita
sehingga barang-barang tersebut tidak dialihkarpergial-belikan, ataupun
dipindahtangankan hak miliknya kepada orang lain.

Secara yuridis sita jaminan merupakan tindakan imukyang sangat
eksepsional, artinya sita jaminan dapat dilakukabelkim pemeriksaan pokok
perkara di persidangan ataupun sebelum adanyaaout@eolah-olah pengadilan
telah menghukum tergugat lebih dahulu sebelum mklagamenyatakan tergugat
bersalah berdasarkan putusan. Oleh sebab itu pamedari pengabulan permohonan
sita jamin haruslah dilakukan pengadilan dengamyaahati-hati sekali, harus ada
alasan yang kuat dan didukung dengan fakta-fakig yeendasar bahwa sita tersebut
perlu dilakukan. Sita jaminan merupakan perintalaqp@asan atas harta sengketa
atau harta kekayaan tergugat atas dasar suratapaneketua majelis hakim yang
menangani perkara tersebut. Sita jaminan sebagdakan perampasan harta
kekayaan tergugat bukan bersifat mutlak terlep&siha penguasaan yang disita dari
tangan tergugat. Sita jaminan semata-mata hanyagaelaminan agar gugatan
penggugat tidaklusoir (hampa). Tujuan utama dari sita jaminan adalah teggugat
tidak dapat memindahkan atau membebankan harté®gmpai dengan adanya
putusan Pengadilan, pengusaan barang sitaan tersedmih berada di tangan

tergugat, tidak beralih.

%9 Retnowulan Sutantjslukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktélet.4, (Bandung : Mandar
Maju, 1989), hal. 90-91
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7.2. Prosedur Pelaksanaan Sita Jaminan
Pelaksanaan sita jaminan (conservatoir beslagapat dalam Pasal 197 HIR
atau Pasal 209 RBG, dimana sita jaminan yang bemgeadalah Ketua Sidang atau
Ketua Majelis hakim yang menangani perkara tersebut
Adapun tata cara pelaksanaan sita termasuk pejatrag diperkenankan
melaksanakannya dilapangan adalah sebagai béfikut:
1. Berdasarkan Perintah Ketua Majéelis
Sebagai landasan utama pelaksanaan sita jaminabutiklan majelis hakim,
adalah Ketua Majelis Hakim mengeluarkan surat penipelaksanaan sita, surat
perintah tersebut berupa Surat Penetapan (besog)kki
2. Panitera Melaksanakan Sita Jaminan
Pejabat yang berfungsi untuk melaksanakan peripégailyitaan adalah panitera
Pengadilan Negeri. Dalam hal panitera berhalanggratddiganti oleh pejabat
atau pegawai lain berdasarkan penunjukkan ang ragghstan. Tidak mutlak
harus panitera, bahkan sekarang ini tugas melakaanpenyitaan tersebut
dilakukan oleh juru sita yang secara khusus bestugduk itu berdasarkan surat
pengangkatan.
3. Pelaksanaan Sita Dilakukan Di Tempat
Pelaksanaan Sita jaminan harus secara langsungikila di tempat dimana
barang yang akan disita tersebut berada, bahkarbhiang yang hendak disita
adalah barang tidak bergerak baik berupa tanahrataah, juru sita melakukan
pengukuran atas luasnya, dan menentukan bataswatasesuai dengan
kenyataan yang sebenarnya.
4. Juru Sitadibantu 2 (dua) Orang Saksi
Dalam melalukan penyitaan, juru sita harus dibahth dua orang saksi, saksi-
saksi tersebut bisa pegawai Pengadilan Negeri ymmgangkutan atau orang

lain, disebutkan dalam berita acara secara jelesmman tempat tinggal serta

O, Yahya HarahapHukum Acara Perdata, Permasalahan Dan Penerapans€rvatoir Beslag
(Sita Jaminan)Cet.1, (Jakarta : 1987), hal. 46-49
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pekerjaan para saksi, berusia 21 tahun atau lelsitya negara indonesia, cakap
dalam hukum, bisa kepala lingkungan/desa/wargaitatiak harus.
5. Membuat Berita Acara Sita

Berita acara sita adalah kewajiban yang harus shlaékan oleh juru sita, sebab
tanpa berita acara sita, secara formil penyitadaktisah, dan dianggap tidak
pernah adangver existeddan tidak mempunyai kekuatan hukuno (legal
force), dengan kata lain otensitas penyitaan didasaata@nberita acara sita yang
berisi, penyebutan secara rinci satu persatu barang disita, dijelaskan secara
terang jenis dan ukurannya, pembuatan berita at@alihadapan pihak tersita
(tergugat yang kena sita), jika tidak hadir bertzara diberitahukan kepada

tersita, dan berita acara sita ditanda tangani hleh Sita dan kedua orang saksi.

7.3. Keabsahan dan Kekuatan Sita Jaminan

Secara formalitas keabsahan dan kekuatan menddss#a yang dilakukan
atas suatu harta kekayaan tergugat masih harusutipagar sita tersebut menjadi
sah dan mengikat pihak ketiga karena suatu sitanganiconservatoir beslagselalu
dihubungkan dengan tata cara pelaksanaan pentyitesendiri.

Syarat formalitas harus dipenuhi agar sita jamingang dilakukan
mempunyai keabsahan dan kekuatan mengikat, selab tidak maka dapat
memberikan peluang kepada pihak tergugat yang tigakpunyai itikad baik untuk
mengalihkan hartanya tersebut kepada pihak ketidapun syarat-syarat formalitas
yang harus dipenuh tersebut dapat dibagi menjaiditu:"*

1. Pengumuman Berita Acara Sita
Pengumuman berita acara sita termasuk salah satatsfprmil yang akan
mendukung keabsahan dan kekuatan mengikat sitangamiyang telah
dilaksanakan. Jika syarat ini tidak terpenuhi makaara yuridis formil sita
jaminan belum sah bahkan tidak mempunyai kekuat&arh mengikat terutama

kepada pihak ketiga.

bid., hal. 78-86
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Tata cara pengumuman dilakukan dengan cara meridafteya di kantor
pencatatan yang ditentukan untuk jenis barang ymlak bergerak, di kantor
pendaftaran yang bersangkutanlah berita acaralsisdat. Sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang yaitu Pasal 198 HIR atau PHERIRBG, yaitu untuk
penyitaan yang diletakkan terhadap barang tidagidsek. Pengumuman tersebut
bertujuan untuk memberitahukan kepada masyarakas Itentang telah
diletakkan penyitaan atas harta kekayaan tergugat.

Tanah yang telah bersertipikat, jika disita haricstdtkan di kantor pertanahan
setempat sehingga dapat dicatat di buku tanah gdagdi kantor pertanahan
tersebut, kelalaian memenuhi pendaftaran beritaraacata pada kantor
pertanahan setempat, mengakibatkan penyitaanriéalgikat pihak ketiga.
Pernyataan Sah dan Berharga

Syarat formil lainnya yang juga harus dipenuhi aj& jaminan yang diletakkan
atas barang terperkara atau harta tergugat dianggépdan berharga” adalah
berupa pernyataan majelis hakim yang menegaskandaahberharga sita
jaminan ¢onservatoir beslagyang telah dilaksanakan. Syarat formil pernyataan
sah dan berharga oleh majelis hakim yang memekatalpenyitaan, syarat
formil ini lazim disebut pernyataan berharga atam waarde verklaard/ang
bertujuan untuk mensahkan dan menyatakan berhaaggmsinan (conservatoir
beslag) yang telah dilakukan oleh jurusita.

Mengenai tata cara dan saat pengumuman pernyat@andan berharga
dimaksud, dapat dilakukan dengan cara menyatakandsa berharga sita
jaminan, di persidangan yang dihadiri oleh keduatbeihak yang bersengketa
oleh hakim ketua majelis, dengan menyebut tandpg#n dan tahun serta nomor
berita acara penyitaan. Pernyataan sah dan bertenggbut dapat dinyatakan
dipersidangan tergantung dari waktu sita jamindakdanakan dikaitkan dengan
proses pemeriksanaan perkara yang bersangkutanyaPean tersebut dapat
dilakukan pada sidang pertama apabila penyitaah tdilakukan mendahului
pemeriksaan perkara, atau dilakukan oleh hakim akehajelis pada sidang

berikutnya jika pelaksanaan penyitaan dilakukanapsaht proses pemeriksaan
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perkara sidang berlangsung, atau dapat juga diumnntdalam persidangan

khusus, artinya pelaksanaan sita jaminan dilakukatelah pokok perkara

diputuskan oleh pengadilan. Pengumuman yang telddkudan tersebut

sebagaimana juga setiap peristiwa yang terjadiedsigangan haruslah dicatat

oleh panitera dalam berita acara persidangan.

Pernyataan sah dan berharga sita jaminan di pagadasaja belumlah sempurna

memenuhi persyaratan pengumuman. Agar persyaraemgumuman di

persidangan benar-benar sempurna atau sah danrdzerldan ini sifatnya

mutlak, maka haruslah majelis hakim menegaskamdalaar putusannya. Jadi

sita jaminan yang telah diumumkan sah dan berhdirgarsidangan, dinyatakan

lagi secara tegas dalam amar putusan pokok ped@mgan rumusan baku

berbunyi: menyatakan sah dan berharga sita janfoctarservatoir beslag

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwgasttiinan yang diletakkan

atas harta tergugat baru dapat dianggap sempurmpungai kekuatan hukum

mengikat kepada semua pihak (dalam hal ini parakpyiang berperkara maupun

pihak ketiga) apabila telah sempurna dipenuhingaadysyarat formil, yaitu:

- Pendaftaran (pengumuman berita acara sita jamiaatok pencatatan yang
berwenang untuk itu).

- Pernyataan sah dan berharga sita jaminan daland@egan sesuai tata cara
yang ditentukan.

- Dan mencantumkan pernyataan sah dan berharga datamputusan.

Jika salah satu syarat formil tersebut diabaikaku&tan hukum mengikat
belum melekat pada sita jamin&onservatoir beslag Dengan demikian sita
jaminan tersebut tidak membawa akibat hukum apabspla bagi para pihak
terutama kepada pihak ketiga. Namun dalam prakte&lpaan dan kelalaian
memenuhi syarat formil pencantuman pernyataan aahbdrharga sita jaminan
dalam amar putusan, selalu dimaafkan. Kelalaissebert tidak dianggap mutlak
membatalkan sita jaminan, dan dapat diperbaikikdalselalu diperbaiki oleh

peradilan yang lebih tinggi, misalnya kesalahanPdngadilan Negeri, maka
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kelalaian tersebut akan diperbaiki dan disempumadieh peradilan tingkat
banding atau tingkat kasasi.

Dari syarat formil yang ada, maka syarat pendait§pgngumuman) adalah
bersifat mutlak, kelalaian atau syarat ini tidabataditolerir seperti kelalaian atas
pencantuman pernyataan sah dan berharga dalampatesan Apabila syarat
formil pendaftaran (pengumuman) tidak dilaksanakéeh pengadilan negeri,
maka sejak semula sita jaminan tidak mengikat dadak tmempunyai akibat
hukum apa-apa terutama kepada pihak ketiga. Siig yiemikian selamanya
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi gadarnya kekuatan hukum
mengikat terhadap para pihak terutama kepada piediga dari suatu sita
jaminan ¢€onservatoir beslagyang dilakukan, adalah pada terpenuhinya syarat
pendaftaran (pengumuman) di kantor pendaftaran yditentukan untuk itu,
misalnya untuk tanah adalah di kantor pertanaharami tanah yang disita itu
berada (setempat).

Dalam hal terjadi penyitaan dua kali terhadap bgitanah yang sama maka
untuk menentukan sita jaminan yang mana yang demgagh dan mengikat,
maka harus kembali melihat kepada syarat formildpéiaran (pengumuman)
yaitu jam, tanggal, hari, bulan dan tahun dari péadan sita jaminan tersebut.
Artinya walaupun sita jaminan yang didaftarkan @ébrg adalah merupakan
tindakan penyitaan yang terakhir, namun yang dididin terlebih dahulu adalah
sita jaminan tersebut, maka sita jaminan yang tidedn terlebih dahululah yang
sah dan mengikat.

Jangkauan kekuatan mengikat dari suatu sita jamaEtah meliputi para
pihak yang berperkara (penggugat dan tergugat)pdamry lain atau pihak ketiga
yang tidak terlibat dengan perkara tersebut. Narsifat kekuatan hukum
mengikatnya terhadap pihak ketiga, tidak sampai ghnepuskan atau
menggugurkan hak pihak ketiga. Pihak ketiga dapatgajukan upaya hukum
yang betujuan mempertahankan hak dan kepentingaatagebarang yang disita,
yaitu mengajukan gugatan, bantahan, atau perlawddearden verzgt atas

penyitaan berdasarkan hak milik. Kekuatan hukumgikan sita jaminan kepada
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pihak ketiga hanya bersifat larangan untuk mengad#iansaksi pemindahan hak
dari tergugat kepada pihak ketiga, baik berupa g, hibah dan hak sewa-
menyewa maupun berupa tindakan pengagunan.

Kekuatan mengikat dari suatu sita jaminan yangksidaakan tentunya
membawa akibat hukum bagi pihak yang terkena aitanan tersebut. Ada dua

akibat hukum yang dapat dikemukakan, yaftu:

1. Pemindahan atau pembebanan batal demi hukum
Bentuk akibat hukum yang pertama ialah berwujudllzmi hukum. Apabila sita
jaminan telah sah, maka terhitung sejak tanggabssdennya telah mengikat
kepada pihak tergugat maupun pihak ketiga berupadan untuk:
- memindahkan kepada pihak ketiga (menjual, mengkdah atau
menukarkan);

- membebankannya kepada pihak ketiga berupa mengaguwsdcara biasa,
membebani dengan hak tanggungan, menggadaikamatapersewakan.
Pelanggaran atas pelarangan hukum di atas mengadibtndakan pemindahan
atau pembebanan yang dilakukan antara pihak tergiegegyan orang lain (pihak
ketiga), menjadi batal demi hukum. Akan tetapi §kbga, jika barang/tanah yang
disita belum didaftarkan (diumumkan) di kantor peatan yang berwenang untuk
itu, maka tidak mempunyai kekuatan hukum mengidai, tidak membawa akibat
hukum bagi para pihak yang berperkara terutamakgietiga. Dengan demikian
maka batal demi hukum tidak hanya jual beli/peminata haknya saja tapi
termasuk tindak lanjut yang mengikuti pelanggaramipdahan atau pembebanan.
Sebagai contoh, apabila tergugat menjual tanah telab disita, maka jual beli

tersebut termasuk Akta PPAT dan sertipikatnya naéiyatal demi hukum,

2 \bid., hal. 93-99

Universitas Indonesia

Tinjauan yuridis..., Pritha Anggraini, FHUI, 2011



59

sehingga secara yuridis sertipikat yang timbul gatanggaran penjualan tersebut

tidak berkekuatan hukum atao legal force

2. Mempunyai kekuatan sita eksekusi (eksekutorial beslag)

Akibat hukum yang lainnya adalah dengan sendirgita jaminan ¢onservatoir

beslag menjelma menjadi sita eksekutoriekg¢ekutorial beslgg Artinya barang

sita jaminan sudah dengan sendirinya menurut hukiisksekusi memenuhi
gugatan penggugat apabila gugatan dikabulkan darsgnnya telah memperoleh
kekuatan hukum tetap. Jadi akibat hukum yang tellkag dalam makna sita
jaminan dengan sendirinya menjadi sita eksekusiupaian kekutan hukum
memaksa kepada pihak penggugat untuk tunduk memaitsbkusi atas barang
yang berada di bawah sita jaminan. Penjelmaanagiteaan menjadi sita eksekusi
sangat memberi keuntungan kepada pihak penggugdt; gelain gugatannya
terjamin sejak dilaksanakan perintah penyitaanalggls juga memperpendek
proses pelaksanaan eksekusi. Sekiranya sita jarigenada lebih dahulu, maka
untuk pelaksanaan eksekusi setelah putusan merapekekuatan hukum tetap,
harus melalui proses pelaksanaan sita eksekush ldahulu baru kemudian

eksekusi putusan.

7.4. Pencabutan Sita Jaminan

Yang dimaksud dengan pencabutan sita jaminan adagamhbatalan dan
perintah pengangkatan sita yang sudah sempat ailakan, dan pembatalan itu
dilakukan oleh hakim baik sewaktu proses persidamgasih berjalan ataupun pada
putusan akhir dijatuhkan. Dari pengertian terselmemberi kejelasan kepada kita
bahwa hukum membuka kemungkinan untuk membatalkam memerintahkan
pengangkatan sita jaminan yang sudah dilaksanak&mgan kata lain hakim

berwenang untuk membatalkan dan sekaligus memiekiaxtapengangkatan sita.

3\bid., hal. 113
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Pencabutan atas sita jaminan yang telah dilaksandkatunya harus
berdasarkan alasan-alasan yang dibenarkan olehmhukiasan-alasan atau dasar-
dasar yang dibenarkan oleh hukum tersebut addlah:

1. Berdasar kan penolakan gugatan
Apabila gugatan penggugat ditolak oleh hakim, gitainan yang sudah sempat
dilaksanakan otomatis dibatalkan dan diangkat. itdakesuai dengan sifat sita
jaminan yang keberadaanya dalam suatu perkarantargpdari gugatan pokok.
Sifat pembatalannya adalah imperatif atau memassiaingga apabila gugatan
penggugat ditolak maka hakim harus mencabut sitaingn yang telah
dilaksanakan tersebut. Pembatalan atau pencabiitajainan tersebut harus
dinyatakan dalam putusan akhir dan tercantum dalaar putusan sebagai syarat
formil sahnya pencabutan tersebut, sebab bila tel@iantum dalam amar putusan
maka akan berakibat tetap melekatnya sita jamieaselbut atas barang yang
disita, dan dengan sendirinya pengangkatan sitamgantidak bisa dilakukan.

2. Pencabutan Dibarengi Dengan Penggantian Jaminan
Yang dimaksud adalah sita jaminan dicabut karena pehggantian barang
jaminan, dengan cara sita jaminan yang telah dilekisan tersebut dicabut dan
berbarengan dengan itu sita langsung dialihkanatigh barang lain sebagai
penggantinya. Cara pencabutan tersebut harus mémsyarat yaitu, pertama,
pencabutan sita jaminan tersebut harus berdasa#tanya permohonan yang
diajukan baik oleh pihak tergugat (tersita), maupiimak ketiga. Kedua, pihak
yang mengajukan permohonan pencabutan sita jamiteasebut, harus
menyerahkan barang lain sebagai pengganti jamieaeliumnya. Dan ketiga,
barang pengganti tersebut nilainya harus cukupsgsnai dengan nilai gugatan
penggugat, bisa beberapa barang pengganti atausaguapi yang terpenting
nilainya tidak boleh lebih kecil.

3. Pencabutan Berdasar Penggugat Tidak Dapat M embuktikan
Dalam hal ini, penggugat dianggap tidak dapat médikan barang yang disita

" bid., hal. 113-128
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adalah milik tergugat, pada saat pemeriksaan/@ergah, sebaliknya tergugat
dapat memberikan bukti dan fakta bahwa baranghietdrikan milik tergugat.

4. Pencabutan Berdasar Kekeliruan
Yang dimaksud adalah bahwa atas sita jaminan yalafgsdnakan tersebut
ternyata telah terjadi kekeliruan baik kekeliruanting hak milik (barang yang
disita bukan milik tergugat), jenis barang yangtdisalah, jumlah atau ukuran
barang yang disita keliru, atau batas dan letakrgayang disita salah. Sumber
utama kekeliruan adalah dari pihak penggugat yatainsnemberikan data barang
yang akan disita.

5. Pencabutan Berdasarkan Derden Verset
Artinya bahwa terhadap sita jaminan yang dilakugdrak ketiga yang ternyata
adalah sebagai pemilik mengajukan perlawananagelen versejuna membela
dan melindungi hak dan kepentingannya yang dirugéas sita yang dilakukan,
dan itu dibenarkan oleh undang-undang.

B. Kasus Posis Conservatoir Beslag Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Hak
Tanggungan Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Nomor 40/Pdt.G/1999/PN.Jak.Sdl.

1. Antara PT. Semoga Sakti (Persero) yang diwakdh Tuan Wongso (Direktur
Utama) atas persetujuan Ny. Sri Sumarni (Komisan@mbuat Perjanjian Kredit
dan Pengakuan Hutang dengan Bank BALI, dimana Rmo8a Sakti telah
meminjam dana dari Bank BALI sebesar Rp.3.250.@m-qtiga milyar dua ratus
lima puluh juta rupiah), sebagaimana tertuang irdaAkta Perjanjian Kredit dan
Pengakuan Hutang Nomor 26 tertanggal 4 Agustus,1@88) dibuat dihadapan
Arianny Lamoen Redjo SH, Notaris di Jakarta . Adagalam hubungan hukum
tersebut, pihak PT. Semoga Sakti selaku Debitur lpeeikan jaminan berupa:

a. Kuasa hipotik oleh Tuan Wongso Sumargono (Direkitama) kepada Bank,
yaitu:

- Tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan B®/ Pinangsia
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b. Kuasa hipotik oleh Tuan Sunardjo Sumargono ¢aank, yaitu:
- Tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan B&0O/Pondok Pinang
- Tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Bé2/Pondok Pinang
- Tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan BibK&bon Kelapa
c. Kuasa hipotik oleh Nyonya Ainy Lugisto kepadanR, yaitu:
- Tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 198/Sudpal
- Tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 434/Sukpal
- Tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 446/S ukyal

2. Atas jaminan tersebut, telah dibuatkan Perjarfiaasa untuk Memasang Hipotik
antara Tuan Wongso Sumargono dan Tuan Sunardjo r§antadengan Bank,
sebagaimana terdapat dalam Akta Kuasa untuk memasgotik Nomor 28,
tanggal 4 Agustus 1993.

3. Kemudian Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 428/Kama/1996 dibuat atas
nama Sunardjo Sumargono dengan Bank, tertangdde21996

4. Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 509/1996 ditkdn pada tanggal 7 Juni 1996
oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatagath nilai Hak Tanggungan
Sebesar Rp. 3.922.000.000,- (tiga milyar sembilatusr dua puluh dua juta
rupiah).

5. Sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan, 3€moga Sakti tidak dapat
membayar dan melunasi tagihan hutangnya kepada, Bankna penyelesaian
hutang menjadi macet, maka Bank telah mengajukamgi®nan pelaksanaan
eksekusi Hak Tanggungan melalui Pengadilan Negédw@arfa Selatan. Terhadap
permohonan tersebut, Pengadilan Negeri JakartataBeleelah menerbitkan
Penetapan untuk menegur (Aanmaning), yaitu padggédr27 Juli 1998 yang
ditujukan kepada PT. Semoga Sakti selaku Debitarfdean Sunardjo Sumargono
selaku Termohon lelang guna memenuhi seluruh kbarajiya kepada Bank dan
Penetapan Sita Eksekusi terhadap objek-objek Haggtangan.

6. Menurut Berita Acara Peneguran (Aanmaning) mgdgal 20 Agustus 1998
disebutkan bahwa pihak-pihak yang dipanggil tidaomanuhi panggilan dan juga

tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar hutaagngmun melalui kuasa
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hukum Tuan Sunardjo, meminta tenggang waktu 2 (dukn untuk musyawarah.
Namun hal ini juga tidak dilakukan dengan pihak Bamaka pihak Bank
mengajukan Surat Permohonan, tertanggal 11 Septef0f8 kepada Ketua
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk berkendakoi@an penyitaan eksekusi

atas tanah yang dijaminkan dengan Hak Tanggungsebiat.

. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan setakfimbang permohonan sita

eksekusi dari Bank, dan oleh karena telah dilakuk@neguran sesuai dengan
ketentuan yang berlaku kepada Debitur, maka Ketemg&dilan Negeri
mengeluarkan Surat Penetapan Nomor 82/Eks.HT/18B&824R.Sel., yang isinya
mengabulkan permohonan pihak Bank untuk melakukanyifaan terhadap

barang jaminan Debitur.

. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemydga meminta kepada Kepala

Kantor Pertanahan Jakarta Selatan untuk melaku&noapatan dan pemblokiran

sita jaminan terhadap obyek tanah yang sudah khletsita eksekusi tersebut.

. Setelah ditetapkannya sita eksekusi pada olayedhtyang disita tersebut, Debitur

masih belum juga memenuhi kewajibannya untuk memnbhytang, maka pihak
Bank memohon kembali kepada Ketua Pengadilan ndgé&sdrta Selatan untuk
dilakukan penjualan umum (pelelangan) melalui Kahtdang Negara Jakarta.
Berdasarkan permohonan bank tersebut, makaa®itag Negeri Jakarta Selatan
telah menetapkan untuk melakukan pelelangan tephalolgek sita eksekusi sesuai
dengan Surat Penetapan No. 82/Eks. HT/1998/PN.JAKSErtanggal 14
Desember 1998.

Kantor Lelang Negara Jakarta Il menetapkan eksgdelslangan dilaksanakan
pada tanggal 11 Februari 1999.

Pada tanggal 25 Januari 1999, Sudaryono Soemmgjalui kuasa hukumnya
mengajukan gugatan kepada Nyonya Widiarti Sri Snmdan Tuan Sunardjo
Sumargono, yaitu Gugatan No. 40/Pdt.G/1999/PN.&ak.8an mengajukan

permohonan sita jaminan tertanggal 4 Februari 1&@thdap harta warisan, yaitu:
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- Tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan N&O/E@ndok Pinang

- Tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan N&2/FEondok Pinang

- Tanah dan bangunan yang terletak di JI. Ir. ldnda No. 4A Jakarta Pusat, yang
dikenal dengan gedung Semoga Sakti denga SertididatGuna Bangunan No.
218

- Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Ir. Fanda No. 5B Jakarta Pusat
dengan Sertipikat atas nama Sumargono Widjaya, Akiel Beli No.
297/Gambir/1990 dari Wongso Sumargono berdasarkmat kuasa kepada
Sunardjo Sumargono.

- Barang-barang bergerak berupa kendaraan bermotor:
1. Mercy Benz 320 AT, Tahun 1994, warna hitam Ralisi B-998-Al

. Mercy Benz 280 S, Tahun 1973, warna Hitam MNdisPB-998-XF

. Vantrend tahun 1994, warna merah met, No. PB{893-Al

. Vantrend tahun 1994, warna merah met, No. PB{398-PN

. Vantrend tahun 1994, warna merah met., No. F&{898-GL

. Vantrend, tahun 1994, warna merah met., NasiF81998-GF

. Vantrend, tahun 1994, warna merah met., NasiF81998-BG

. Isuzu Panther, tahun 1992, warna hijau met. Rdtisi B-7998-RR
9. Isuzu Panther, tahun 1993, warna merah met.Pbigsi B-7998-TW

10.Isuzu Panther, tahun 1994, warna hijau tua. Rlisi B-7998-DB

11. Panther Rotassy, tahun 1993, warnaMerah Kdxab.Polisi B-7998-TM

12. Daihatsu BOX, tahun 1991 warna biru, No. #@&r9699-NW

13. Daihatsu Zebra, tahun 1994 warna merah, higsiB-2273-NO

14. Kijang, tahun 1987, warna merah, No. Polidi9®8-KZ

15. Kijang, tahun 1986, warna merah, No. Polisi®®8-H

16. Kijang Bag, tahun 1985, warna biru, No. R&R34-HT

17. Kijang Box,tahun 1985, warna biru, No. PdBs9983-Z

18. Suzuki Jimmy, tahun 1984, warna merah, NosiF®-998-SH.

- Motor :
1. Honda GL 100, tahun 1992, warna hitam, No. PBK3757-PM

o N o o b~ W N

Universitas Indonesia

Tinjauan yuridis..., Pritha Anggraini, FHUI, 2011



12.

13.

14.

65

2. Honda GL 100, tahun 1988, warna merah, No. F®{8469-LM
3. Honda GL 100, tahun 1988, warna merah, No. Fl&725-LP
Yang berada di gedung PT. Semoga Sakti, jalaRl.lJuanda No. 4 A Jakarta
Pusat.
- Tanah dan bangunan yang terletak di Desa Jampangd Bogor, jawa Barat
dengan sertipikat Hak Milik No. 161 atas nama SdjwaSumargono.

Dalam hal Sita Jaminan tanah dan bangunan sertmngeti daerah Jakarta Pusat
ini, Hakim Ketua majelis Pengadilan Negeri Jakaé®tdatan meminta bantuan
kepada ketua Pengadilan Negri Jakarta Pusat dak tariah dan bangunan yang
terletak di desa Jampang, Parung Bogor, Pengadilageri Jakarta Selatan
meminta bantuan kepada Ketua Pengadilan Negem@@ibgi

Terhadap permohonan tersebut, telah dibuatkan eéBédara Sita jaminannya
tertanggal 10 Februari 1999.

Berdasarkan Perkara nomor 82/Eks.HT/1998/PNedakpada tanggal 11 Februari
1999, dilakukan pelelangan di Kantor Lelang Neghkakarta Il terhadap 2 (dua)
bidang tanah HGB tersebut, dan telah diperolehl hpedelangan sebesar Rp.
3.337.950.000,- (tiga milyar tiga ratus tiga pulufuh juta sembilan ratus lima
puluh ribu rupiah), yang kemudian diserahkan kepaldak Bank selaku Kreditur.
Terdapat keberatan dari ahli waris atas renpatedangan objek Hak Tanggungan
tersebut karena menurut Tuan Sudaryono Sumarganah ttersebut adalah harta
warisan yang belum terbagi milik Alm. Wongso Sunoarg jadi belum dilakukan
pembagian warisan diantara para ahli waris. Dalaimr melalui kuasa hukum
Tuan Sudaryono, sesuai surat yang ditujukan kep@daa Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan perihal Permohonan Pemindahan usiskklang, yang berisi
mengenai keberatan Tuan Sudaryono Sumargono danntaeagar eksekusi
lelang ditunda sampai dengan terdapatnya keputtsanPerkara Gugatan Nomor
40/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Sel.

Terhadap Gugatan Tuan Sudaryono tersebut,tpadgal 10 Februari 1999, tanpa
dikonsultasikan terlebih dahulu, Majelis Hakim Paditan Negeri Jakarta Selatan
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dalam perkara No. 40/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Sel., teteletakkan sita jaminan atas
tanah obyek eksekusi, padahal tanah obyek ekselalsh dibebani Hak
Tanggungan dan telah diletakkan sita eksekusi fzadgal 28 September 1998.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikaabgn atas gugatan yang
diajukan oleh Tuan Sudaryono, dan menyatakan babriadap gugatan perkara
nomor 40/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Sel., sita jaminan dtasmh telah diangkat dan
berpendapat bahwa sita jaminan yang diletakkan Mlejelis Hakim yang baru
dilaksanakan kemudian, yaitu pada tanggal 10 Febf®®9 tidak mempunyai
kekuatan hukum, sehingga eksekusi lelang tetaksditeakan pada tanggal 11
Februari 1999.

. Analisis Kasus Conservatoir Beslag Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Hak

Tanggungan Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Nomor 40/Pdt.G/1999/PN.Jak.Sel.

Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Nomor SHEK 998/PN.Jak.Sel
maka dapat kita ambil kaidah hukum sebagai berikut:

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungamberikan hak
untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas alasarrecigaji, yaitu apabila
Debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan (Kwedberhak untuk menjual
obyek Hak Tanggungan baik berdasarkan Pasal 224nmipun atas kekuasaan
sendiri. Yang dimaksud dengan menjual obyek Hakg@§angan atas alasan
cidera janji sama artinya dengan melakukan eksetkersiadap obyek Hak
Tanggungan’
Sebagai perbandingan pada beberapa negara diaituriteci mengenai kapan
Debitur disebut cidera janiji atau default, yaitaita: ®
1. Melanggar salah satu ketentuan perjanjian pankenaan dengan:

a. Pokok Pinjaman

V) Yahya HarahapRuang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdaet.1, (Jakarta:Sinar
Grafika, 2005), hal. 202

’® \pid, Hal. 201
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b. Bunga (Interest), yakni tidak membayar bundamg@aidak 2 (dua) bulan.
2. Pelanggaran itu telah diberitahukan kepada Dehiiamun meskipun sudah
lewat waktu 3 (tiga) bulan, tidak diindahkan.
Dalam kasus ini Debitur telah dikatakan telah mekak cidera janji
(wanprestasi) karena Debitur tidak melaksanakani legwajiban untuk

membayar hutangnya.
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BAB 3
PENUTUP

Dalam Bab terakhir ini berisikan Simpulan dari selu materi yang telah
diuraikan dari Bab 1 sampai dengan Bab 2 dan karidbeberapa saran dari penulis
yang diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahankken bagi pengembangan
ilmu hukum pada umumnya dan Hak Tanggungan padsukhya.

3.1. SIMPULAN

1. Permasalahan yang timbul berkaitan dengan e&selak Tanggungan atas tanah
warisan ialah bahwa terhadap tanah warisan yangrbeibagi sesuai dengan
studi kasus, dimana dalam kasus ini Tuan Sunarelahtlalai melakukan
pembayaran pelunasan hutangnya, sehingga terhauap jaminan tersebut yang
juga merupakan tanah warisan keluarga, telah &katasita jaminan oleh Ketua
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, guna pemenwianasan hutang tersebut,
yaitu berdasarkan Penetapan Negeri Nomor 82/Ek$998/PN.Jak.Sel.
Sehingga terdapat 2 (dua) penetapan sita jaminarg \dikeluarkan oleh
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap oby&kTidaggungan atas tanah

yang sama.

2. Cara-cara Bank mengantisipasi dan mengatasigsatahan yang terjadi dalam
rangka pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan, apainieta debitur lalai dalam
membayar pelunasan hutang kepada bank, maka upanpa dilakukan oleh Bank
selaku kreditur untuk menagih hutang yaitu jikaitlehya kooperatif maka dilakukan
penyelesaian kredit secara damai antara Bank deragaibah debitur. Sedangkan jika
debiturnya tidak kooperatif maka penyelesaian knedicet dilakukan melalui saluran
hukum yang meliputi pelelangan obyek Hak Tangguragas kekuasaan sendiri oleh
kreditur pemegang Hak Tanggungan Pertama melal@LKPpelelangan obyek Hak
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Tanggungan berdasarkan Titel Eksekutorial Sertifikkak Tanggungan melalui
Pengadilan Negeri, tuntutan pelunasan piutang meRgngadilan Niaga dalam hal
debitur dinyatakan pailit, dan penjualan di bawahgan obyek Hak Tanggungan
berdasarkan kesepakatan antara kreditor dan debitor

3.2. SARAN

Sebagai penutup, penulis ingin menyampaikan bebeyaan sebagai berikut:

1. Kepastian hukum dari Peradilan sangat dibutuhkel ini terlihat dari
penetapan yang diberikan dari satu Peradilan yanm@syang tidak memeriksa
dengan cermat mengenai kasus yang ditangani sehiteygapat 2 (dua)
penetapan yang dikeluarkan atas kasus yang berfeedadap obyek Hak
Tanggungan atas tanah yang sama. Oleh karengpdudkan penegak hukum
yang berkualitas dan profesional sehingga tidalahsalalam menerapkan
hukum, yang pada akhirnya menyebabkan kerugian gaeditur pemegang
Hak Tanggungan.

2. Agar pelaksanaan lelang dapat berlangsung seaktf efan efisien dalam jangka
waktu yang relatif singkat, maka dibutuhkan adakggasama dan koordinasi
yang baik antara para pihalSaran selanjutnya adalah sebelum dilakukan
perbuatan hukum, yaitu pembuatan perjanjian kredlaiknya dipastikan dulu
tidak terdapat keberatan dari pihak manapun, bakiakga maupun para
pemegang saham, dan selanjutnya dinyatakan di deliaat persetujuan atau
surat pernyataan, sehingga dapat dijadikan bukig yleuat menurut hukum
serta mengurangi risiko dalam hal dilakukannya leksie atau pelelangan
terhadap jaminan Hak Tanggungan tersebut. Dan @kga lebih baik jika
dalam mengadakan perjanjian kredit atau di dalambpatan Akta Pemberian
Hak Tanggungan wajib dihadirkan saksi-saksi dara jpdnak keluarga atau

pemegang saham yang berkaitan dengan pemberiamg@antérsebut, agar
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apabila Debitur tidak mampu melunasi hutangnya.
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P E N ET A P A N
No.82/Eks.HT/ 1998 /PN.Jak Sel.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA E5A

Fami, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ; sseessee s e

Teliah

1L

membaci

Sural permohonan eksekusi dari LIBERTUS SITORUS, SH., EMMY
RITA THAMRIN, SE., EKO SETTALN], SE., MILCA A, OETAMA, SE,
TIMOTILIS, 5s1., dan EWON 5 KOM,, karyawan-karyawan pada PT.
BANK BALL yang bertindak untuk dan atas nama Direksi PT. BANE
BALL berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusuos
tertanggal 27 - Juli - 1998 No.003/5K5/SAM-JKT/RK/ VIl/ 1998, dengan
sural permohonanmya tertanggal 27 - Juli - 1998 Ref. NoSAM-
TET/VITA 1998,/ L998/003., vang pada pokoknya mengajukan permohon

an kepada kami Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, untuk melaku

kan cksekusi, kepada

1. Ml SENOGA SAKTL
saat im beralamat di JI 1r, H. Juanda No.d A, Kebon Kelapa, Jakarta
Pusal, selanjutnya disebut Termohon I (selaku Debitur) | -—eemeemem

SUNARDIO SUMARGONO,
saat ini beralamat di Jl. Sekolah Kencana I/15, Pondok Pinang,
Jakaria Selatan, sclanjutmya disebut Termohon [ (selaku Pemilik

Jaminan) ;

Fd

Fotocopy Sertifikat Hak Targgungan No509/1996 yang dikeluarkan
oleh Kantor Pertanahan Jakarta Selatan, sampulnya bertuliskan DEMI
KEADIL AN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,
didalamnya dijahitkan Salinan Buku Tanah Hak Tanggungan Peringkat
Pertama MNo.509/ 1996 tertulis nama yang berpiutang Perseroan Terbakas
PT. BANK BALL berkedudukan di Jakarta, dan fertulis nama vang
berhutang Perseroan Terbatas FT. SEMOGA SAKTL berkedudukan di
Jakarta, dibulukan tanggal 4 - Juni - 1994, dan diterbitlken tangpal 7 -
Juni - 1946 aleh Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Selatan, dan dida
lamnya dijahitkan pula Akta Pemberian Hak Tanggungan No.d25/ Keb,
Lama/1996 ...

Tinjauan yuridis..., Pritha Anggraini, FHUI, 2011



Lama/ 1996 lertanpgal 21 - Mei - 1996, yang dibual oleh dan dihadapan
MILWAN] IBRAMIM, SH., PPAT, Dae rah Khusus Ibukota Jakarta,
antara FT. BANK BALL berkedudukan i Jakarta, untuk selanjutnya
disebut Pihak Kedua, dengan SUNARDIO SUMARGONG (NG IT
TJIE), swasta, betempal tinggal di Jakarta, [alan Sekolah Kencana |

Nomor 15, Rt.002, Rw.015, Kelurahan Pondok Pinang, sebagai Pemberi
Hak Tanggungan, untuk selanjutnya disebul Pihak Pertama sebagai
Penjamin PT. SEMOGA SAKTI, berkedudukan di Jakarla, sebagai
Debitur, bahwa untuk pelunasan hutang Debitur, Penjamin / Pihak
Pertama memberi nilai Tangpuogan kepada Pihak Kedua sebesar
Rp.3.922.000.000.- (tiga oulyar sembilan ratus dua puluh dua juta

rupiah), be ru pa

2 (dua) bidang fanah Hak Guna Bangunan, keduanya terletak didalam
Daerah Khusus [bukota Jakarta, Wilayah Jakarta Selatan, Kecamatan
Kebayvoran Lama, Keiurahan Pondelk Pinang, berturut-turul -

I. Hak Guoa Bangunan Nomor 1040/ TPondok Pinang, seluas 642 M2
(enam ratus empat puluh dua meter persegi), diurathan dalam
Gambar  Situasi  teringgal 8 - Desember - 1982 Nomor
5oB/ 7022/ 1982, menurut Sertifikat yang dikeluarkan terlarggal 19 -
Avpril - 1980, lertulis atas nama SUNARDIG SUMARGOMNCY | cemmeewe

2 Tlak Guna Bangunan Nomor 1042/ FPondok FPinang, seluas 627 M2
{enam ratus dua puluh tojuh meter persegi), diuraikan dalam
Gambar Situasi  tertanggal B - Desember - 1982 Nomer
1859/ 7033/ 1982, menurut Sertifikat yang dikeluarkan terfanggal 19 -
April - 1982, tertulis atas nama SUNARDJO SUMARGONG | ———

berikut 2 (dua) buah bangunan {rumah tinggal) yvang berdiri di atas
tanah-tanah tersebut, beserta segenap turutan dan fasilitasnya, yang
didirikan dengan Surat [jin Mendirikan Bangunan tertanggal 2 -
Desember - 1981 Momor ; 14433/IMB/87 | -

berturnt-turut setempat dikenal sebagai |

1. Komplek Perumahan Pondok Indah, Jalan Sekelah Kencana I/13,
Sektor 111 Blok 5H Kaveling Nomor 4 THSLE T

2, Komplek Perumahan Pondek Indah, Jalan Sekolah  Kencana [/15,
Sektor Il Blok 5H Kaveling Momor 5 ;

Pemberian Hak Tangpungan lersebut i alas meliputi jupa sepala
sesuatil yang lerdapal pada tanah-tanah dan bangunan-bangunan

lersebul § -—meree-
e Potecopy Alkta Derpangian Kredit Dan Penpakoan Berhutang tertanggal o

Agrostus - 1993 No2o vang dibuat oleh dan dihadapan ARLANTNY
LAMEEN REDIO:SMH G v
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LAMOEN RED]JO, 5H., Notaris di Jakarta, antara PT. SEMOGA SAKT],
berkedudukan di Jakarta, sebagai Debitur, dengan PT. BANK BALIL
berkedudukan di Jakarta, sebagai Kreditur, telah memberikan fasilitas

kredit kepada Debitur dalam bentuk sebagi berikut :

1. Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (Over Draft) tidak melebihi dari
Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) ;

2. Fasilitas Post Import Loan tidak melebihi Rp.500.000.000.- (lima
ratus juta rupiah) ;

3. Fasilitas Pinjaman Aksep (Deman Loan 1)  tidak melebihi
Fp.250.000.000.- {dua ratus lima puluh juta rupiah) ; —M———

4. Fasilibs Pinjaman Aksep (Deman Loan II) tidak melebihi
Rp.2.000.000.000- (dua milyar roupiah) ;

5. Fasilitas Sight Letters of Credit Gdak melebihi US §. 300.000.00 (tiga
ratus ribu dollar Amerika Serikat) ;

IV. Fotocopy Akta Kuasa Untuk Memasang Hipotik Nomor : 28 tertanggal
4 - Apgustus - 1993, yang dibuat oleh dan dihadapan ARIANNY
LAMOEN REDJO, SH., Notaris di Jakarta, antara SUNARDJO
SUMARGONO (NG IT TJIE), swasta, betempat tinggal di Jakarta, Jalan
Sekolah Kencana I Momor 15, Ri002, REw.015, Kelurahan Pondok
Pinang, sebagai Penjamin FT. SEMOGA SAKTI, berkedudukan di
Jakarta, sebapai Debitur, dengan PT. BANK BALIL berkedudukan di
Jakar a, sebagai Kreditur, telah menerima kuasa dari Penjamin untuk
memasang Hipotik Pertama, Kedua, Ketiga dan seterusnya atas dua

* bidang tanah berikat bangunannya sebagaimana tersebut pada sub. 1L,

di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarl:;an Akta Perjanjian Kredit Dan Peagakuan
Zerhutang tertanggal 4 - Agustus - 1993 No.26 para Termohon-eksekusi telah
berhutang kepada Pemohon Hdak melebihi Rp.3.250.000.000.- (tiga milyar dua rtus
limma pelub juta rupiah) den US B300.000.00 (tiga ratus sibu dollar Amerika
Gerikai), dengan memberikan Hak Tanggungan senilai Rp.3.922.000.000.- (tiga

milvar sembilan ratus dua poluh dua juia mapizh), sedangkan kewajibanawya per-
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tanppal 27 - Juli - 1998 sebesar Rp4.617.358.205,- (empat milyar enam ratus tujuh

selns juta Hya ratus lima puluh delapan ribu dua ratus lima rupiah) ; ——————

Menimbang, bahwa dalam Akta Peganjian Kredit Dan Pengakuan
Berhutang tertanggal 4 - Agustus - 1993 No.26 kewajiban Debitur harus sudah
dilunasi selambat-lambatnya tanggal 4 - April - 1994,  oleh karena sampai per-
mohonan ini diajukan para Termohon-eksekusi tidak juga mencicil kewajibannya

termaksud, dan berdasarkan pasal 5 maka kewajiban para Termohon-ekselusi atas

kelalaiannya dapat ditagih pembayaran seketika dan sekaligus ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin keewajibannya tersebut telah
diserah kan 2 (dua) bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 1040/ Pondok Pinang
dan No. 1042/ Pondok Pinang, dengan Sertifikal No.509/1996 yang ber- irah-irah
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, dan
iokih  dibuatken Akta Pemberian Hak Tanggungan No.428/Keb.Lama/1996
tertanggal 21 - Mei - 1996, oleh karena Sertifikat Hak Tanggungan tersebut telah
sesuai dengan kelenluan pasal 14 (3) Undang-Undang No.d Tahun 1996 jo. pasal
| (2} Poraturan Menteni Agraria / Kepala Badan Pertanahan MNasional MNo.3 Tahun
(496 jo. pasal 224 IR, mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan
Mutnsany Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap, dan

berlaku  sebagai pengganti Grosse Akte Hipolik sepanjang mengenai hak atas

tanah, maka permohonan Pemohon dapal dikabulkan ; -

Menimbang, bahwa sebelum eksekusi Hak Tanggungan tersebul dilaksa
nakan lebilh  lanjut, maka dipandang perlu untuk diberikan penegoran
(Aanmaning) agar mercka dalam tenggang wakiu 8 (delapan) hari setelah
diborikan penegoran, mau secara sukarela melaksanakan sendin membayar
hutingnya kepada Pemohon-eksekusi, dengan saksi apabiia Termohon-eksekusi
lulus, maka Sertifikat Flak Tanpgungan Na.509/ 1995 tertanggal 7 - Juni - 1996 jo.
Akla Pemberian Hak Tanggungan No. 428/ Keb.Lama/ 1996 tertanggal 21 - Mei -

s, akan dilaksanakan sesuai ketentuan Hukum yang berlaku -

Menimbang, bahwa Terrmohon-cksekusi 1/ Debitur ternyata berada
dilar Wilayvah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, vaitu berada didalam
Wilawal Hukum Pengadilan Negeri Jekarta Pusal, maka untuk pelaksanaan
pemangzpilannya harus meminta bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta
Misat, unluk memerintalikan seorang Jurusita pda Pengadilan Negeri tersebut,

vitng, melakukan pemanggilanmnga ;- e =

Mengingat ..o
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Mengingal akan pasal 20 Undang-Undeang No.d Tahun 1996, pasal 195 (1)
(2), dan Pasal 196 HIR,, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan

lainnya,

Mengatulkan permohonan Pemohon tersebul di atas ;

Moeminta banluan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusal. agar
memerintahkan salah seorang Jurusita / Jurusita Pengganti pada Pengadilan

Negrerd Jakarta Pusal, untuk melakukan pemanggilan dengan sepatutnya menurul

Hukam; k. e p a d & 3 -cccmmmemseccmiee e

11, SEMOXGA SAKTI,
saat ini beralamatl di JI Ir, 11 Juanda Nod A, Kebon Kelapa, Jakarta
Pusat, sebagai Debitur / selaku Termohon 11§ c—eeemmmmsmee e

supinya ia datang menghadap Ketua Penpadilan Negerd Jakarta Selatan, pada:-

Clari K awe e wnggal e W;h{; — 1998 jam 09,00 WIB.

punys mntuk diberikan penegoran (Aanmaning) agar ia dalam tepgpang waktiu 8
{delapan) hari setelah diberikan penegoran, mau secara sukarcla melaksanakan
sepdirn membayar butangnys sebesar Rp.A4.617.358.205,- (empal milyar enam ratus
lagueh belas juta tliga ralus lima puluh delapan ribu dua ratus lima rupiah) kepada
| 'vmohon-eksekusi, dengan sanksi apabila Termohon-eksekusi Ialai, mala Sertifikat
Iak Tanggungan Ne.509/ 1996 tertanggal 7 - Juni - 1996 jo. Akta Pembesian Hak
Tangpungan No. 428/Keb.Lama/ 1996 tertanggal 21 - Mei - 199, akan

dilaksanakan sesuai ketentuan Hukum yang berlaku ;

Memerintahkan kepada Manitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, agat
menunjuk salah scorang Jurusita / Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri

Jakarta Selatan, untuk melakukan pemanggilan dengan sepatuinya menurul

Hukam, k g p a d a -

SUNARDI[O SUMARGONG,
saat ini beralamat di JL Sekalah Kencana [/15, Pondok Finang, Jakarta
Selatan, sebagal Penjamin / selaku Termohon-eksekosi 11 -

supava ia datang menghadap Ketua Pengadilan Megeri Jakarta Selatan, pada hari,

tangral dan maksud sebagaimana lersebut di atas | — e ——mmmm oo

Plemmilotan oo
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Demikian ditetapkan di  Jakar La, pada tanggal f - Agustus -

1900 sembilan puluh delapan, oleh kami Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

( H.[BURHAN HUSEIN PUTRAD]AJA, SH. )
NIP.040014728, -

Biaya - binyiya
Meleranr ko Z000,-
Redaksi  Rp 1000,

Jumlabh  Ep200,.-
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BERITA ACARA PENEGORAN (AANMANING)
No.82/Eks. HT/1998/PN_Jak.Sel.

Pada hari ini, KAMIS, tanggal 20 - Agustus — 1900 sembilan puluh delapan,
kami Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berdasarkan Penetapan kami tertanggal 6 -
Agustus 1998 No.82/Eks HT/1998/PN.Jak.Sel,,  adalah untuk melakukan penegoran

(Aanmaning), k e p a d a

PT. SEMOGA SAKTI,
saat ini beralamat di JI. Ir. H. Juanda No.4 A., Kebon Kelapa, Jakarta Pusat,

sebagai Debitur / selaku Termohon [ ; - o

SUNARDIO SUMARGONO,
szat ini beralamat di JI. Sekolah Kencana I/15, Pondok Pinang, Jakarta Selatan,
sebagai Penjamin / selaku Termohon-eksekusi IT TR

Tegoran termaksud adalah agar mereka dalam tenggang waktu § (delapan) hari
setelah diberikan penegoran, mau secara sukarela melaksanakan sendiri membayar hutangnya
schesar Rp.4.617.358.205,- (empat milyar cnam ratus tujuh belas juta tiga ratus lima puluh
delapan ribu dua rats lima rupiah) kepada Pemohon-eksekusi, dengan sanksi apabila
Termohon-cksekusi lalai, maka Sertifikat Hak Tanggungan No.509/1996 tertanggal 7 - Juni -
1996  jo. Akta Pemberian Hak Tangpungan No. 428/Keb.Lama/1996 terianggal 21 - Mei
1996, akan dilaksanakan sesuai ketentuan Hulum yang berlaloy | commoomeeo

Para Termohon-cksekusi Hdak datang menghadap, yang datang menghadap kuasanya
bernama BERLIN PANDIANGAN, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 -

Apugrus - 1998, dan atas peneporan Kema  Pengadilan Negeri Jakarta  Selatan, ia

mengemukakan adalah sebagai berikut @ —---ememmmaaaae

©  Bahwa kami mewakili Penjamin, yang saat ini masih berada di Luar Negeri ; -
Bahwa Penjamin juga sebagai Direktur Utama PT. SEMOGA SAKTI ; -

= Bahwa kami telah ada pembicaraan dengan pihak Kredinr, tetapi lx..,]'l'l.j-'dlﬂ tL.tap

mengajukan eksekiisi | e

*  Bahwa kami minta untuk menunda eksckusi guna memberi kesempatan untuk
penyelesaian secara musyawarah, dalam tenggang waktu 2 (dua) bulan ini ; —

Selanjumya Kewa Pengadilan MNegeri Jakarta Selatan meneeangkan, bahwa mengena

mohon waktu dua bulan, Pengadilan tidak dapat mengabulkannya, dan kami persilabkan saja

menghubungt pihak Bank, karena yang penting bagi kami adalah secara formal telah

melakukan penegoran (Aanmaning) agar mereka dalam tenggang wakiu & (delapan) han setelah

diberikan penegoran, mau secara sukarela melaksanakan sendiri membayar hutangnya sebesar

Rp.4.617.358.205,- {empat  milyar coam  rats tujuh belas juta tiga fams lima puloh
T3] En——
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delapan ribu dua rats lima rupiah) kepada Pemohon-cksekusi, dengan sanksi apabila
Termohon-cksekusi lalai, maka Sertifikat Hak Tanggungan No.509/1996 tertanggal 7 - Juni -
1996 jo, Akta Pemberian Hak Tanggungan No, 428/Keb.Lama/1996 tertanggal 21 - Mei
1996, akan dilaksanakan sesuai ketentuan Hukum vang berlaku ;

Demikian Berita Acara Penegoran (Aanmaning) ini dibuat, dengan ditanda-tangani

oleh kami Ketua Penpadilan Negeri Jakarta Selatan dan Panitera, 4

ADILAN NEGERI
ARTA SELATAN,

”

, . o
/ ¥A. SITURU, 81.) S I BURHAN HUSEIN PUTRADJATA, SH. )
NIP.040011954..- NIP.040014728.-
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P E N E T A P A N
No.82/Eks.HT/1998/PN .Jak.Sel.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Kami, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Telah membaca == S s

I Surat permobonan sitd ecksekusi dari LIBERTUS SITORUS, SH.,, MILCA A,
OETAMA, SE., dan EWON § KOM., karvawan-karyawan pada PT, BANK
BALL,  yang bertindak untuk dan atas npama Direksi PT, BANK BALL
berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusos tertanggal 27 - Juli -
1998  No.003/SKS/SAM-TKT/RE/VII/I998, dengan  surat  permohonannya
tertanggal 11 - September - 1998 Ref, RMG-Tt/TX/Q8482/Adm., vang pada
pokoknya mengajukan permohon an kepada kami Ketua Pengadilan Negeri Jakarta

Selatan, untuk melakukan sita eksekusi, a t a s

Bidang-bidang tanah Sertifikat Hak Guona Bangunan No.1040/Pondok Pinang
tanggal 19 — April — 1980 seluas 642 M2, sebagaimana divraikan dalam Gambar
Situasi No 558/7032/1982 tanggal 8 — Desember - 1982 dan Sertifikat Hak Guna
Bangunan No.l042/Pondok Pinang tanggal 19 - April - 1980 seluas 627 M2,
sebagaimana diuraikan dalam Gambar Simasi No 53539/7033/1982 (anggal 8 -
Desember - 1982, keduanya tercatat atas nama SUNARDIO SUMARGONO,
berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada di atasnya, terletak di Kelwahan
Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sctempat dikenal
dengan nama Komplek Perumahan Pondok Indah Sektor 11T Blok SH Kavling No.4

dan MNo.5 Pondok Pinang. Jakartz Selatan |

IL a. Penetapan Ketua Pengadilan Megeri Jakarta Selatan, tertanggal 6 - Agustus -
1998 MNo.82/Eks HT/1998/PN Jak.Sel., tentang untuk melakukan pemanggilan

dengan sepatutnya menurut Hokum, k e p oa d a8 @ ——mm

PT. SEMOGA SAKTI,
saat ini beralamat di J1. Ir. H. Juanda No.4 A., Kebon Kelapa, Jakaria Pusat,

sehagai Debitur / selaku Termohon I 5 — 2 I

SUNARDIGO SUMARGONO,

saat ini beralamat di J1, Sekolah Kencana [/15, Pondok Pinang, Jakarta Selatan,
sehagai Penjamin ¢ selaku Termohon-eksekusi T eommrmeremmnosmcmm e

guna untuk diberikan penegoran (Aanmaning) agar ia dafam tenggang wakiu 8
{cdelapan) hari setelah diberikan penegoran, mau secara sukarela melaksanakan

sendivi membayar hutangnya sebesar Rp.4,617.358.205,- {(empat milyar enam -
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ratus twjuh belas juta tiga ratus lima puluh delapan ribu dua ratus fima rupiah)
kepada Pemohon-eksekusi, dengan sanksi apabila Termohon-eksehusi Jalai,
maka Sertifikat Hak Tanggungan No.509/1996 tertanggal 7 - Juni - 1996 Jjo.
Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 428/Keb,Lama/1996 tertanggal 21 - Mei
1996, akan dilaksanakan sesuai ketentuan Hukum yang berlaku § ~———u—— .

b. Berita: Acara Penegoran (Aanmaning) tertanggal 20 - Apustus - 1998
No.82/Eks HT/1998/PN Jak.Sel., yang telah dilakulan penegorannya terhadap

para Termohon-eksekusi | —mmememcscae oo

Memimbang, bahwa para Termohon-eksekusi telah diberikan penegoran sebagaimana
mestinya, namun sampai permohonan ini diajukan tidak juga memenuhi kewajibannya kepada
pemohon-gksekusi, oleh karena itu guna untuk menjamin kewajibannya para Termohon-
eksekusi dipandang perlu untuk dilakukan penyitaan atas barang jaininan Debitur, sehingga

permohonan Pemohon tersebut berdasarkan atas Hukum, maka d a p a t diterima dan

dikabmlkan | —-—-eee- PR R e

Mengingat akan pasal 20 ..Undang—Undang Mo.4 Tahun 1996, pasal 195 (1) dan

Pasal 224 HIE. | serta peraturan perundang-undanpgan yang bersanghutan lainnya. ——-ee-reoeaeeaas

Mengabulkan permehonan Pemohon tersebut di atas ; i i

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, agar menunjuk
seorang Jurusita pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan dibantu / disertai oleh 2 {dua)

orang saksi yang memenohi persyaratan sebagimana termuat dalam pasal 197 HIE., untuk

melakukan sita eksekusi, te r hadap - L L epppeg

Ridang-bidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. l040/Pondok Pinang tanggal
19 — April — 1980 seluas 642 M2, sebagaimana diuralkan dalam Gambar Situasi
No, 558/7032/1982 tanggal 8 — Desember — 1982 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan
No, 1042/ Pondok Pinang tanggal 19 — April - 1980 seluas 627 M2, sebagaimana
divraikan dalam Gambar Situasi No 559/7033/1982 tangeal 8 — Desember — 1982,
keduanya tercatat atas nama SUNARDIO SUMARGONO, berikut banpunan dan
sepaly sesuatu yang herada di atasnva, erletak di Kelurahan Pondok Pinang,
Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, setempat dikenal dengan nama
Komplek Perumahan Pondok Indah Sekvor 111 Blok  SH Kavling Mo.d dan No.5

Pondok Pinang, Takarty Selatan | e

Demikian ..
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Sh
Demikian ditetapkan di Jakar ta, padatanggal i September - 1900
sembilan puluh delapan, oleh kami Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ——--—onnennev

" 2
W RET AL Te Py
G e B

MIP. 040014728, -
Biaya - biayanya |
Meterai Rp 2.0000, -
Redaksi Rp. 1000, -

Jumlah  Rp2.000,-
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P E N E T A P A N
No.82/Eks. HT/1998/PN.Jak. S¢l.

* DERI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ¢

Kami, Ketua Pengadilan Megeri Jakarta Selatan L

Telak membaca -—remmeeecmcmme-

L Surar permohonan dari PT. BANK BALI, berkeduduken di Jakarta, dalam hai ini
diwakili oleh LIBERTUS SITORUS, SH., MILCA A OETAMA, S£., dan
EWON 3 KOM., karyawan-karyawan pada PT. BANK BALI, yang bertindak
untuk dan atas nama Dircksi PT. BANK BALL berkedudukan di Jakarta,
berdasarkan Surat Kuosa Khusos tertanpgal 27 - Juli - 1998 No.003/SKES/SAR-
JET/RE/Y U 1998, denpan surat permohonannya fertanggal 30 - Mopember - 1998
Ref. BEMG-JKUX/98/631/Adm., yang pada pokolnya menpajukan permobonen -
kepada kami Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, untuk meiakukan lelang

eksebpsi , 2 L a s T e S T e I e T A PR LT T L e

Bidang-bidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No.10d0/Fondok Pinzng
tanggal 1% - April - 1980 selugs 642 M2, sebagaimana diuraikan dalam Gambar
Situasi No.558/7032/1962 tanggal 8 - Desember - 1982 dan Sertifikat Hak Guna
Bangunan Mo 1042/Pondok Pinang tanggal 19 - April - 1980 seluas 627 M2,
schapaimana divraikan dalam Gambar Simasi No.559/7033/1982 tanggal § -
Desernber - 1982, keduanya [ercatat atas nama SUNARDIO SUMARGONO.
berikut bangunan dan segala sesuatn yang berada di atzsnya, terletak di Kelurahan
Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakartz Selatan, setempat dikenzl
dengan nama Komplek Perumahan Pondok Indah Jalan Sﬂkolah Kencana 1/13 dan

Jalan Sekolzh Kencana I/15 Jakaria Selatan ;

IL 2. Penetapan Ketua Pengadilan Megeri Jakarta Selatan, tertznggal ¢ - Agustus -
1995 Mo.82/Eks HT/1998/PN Jak Scl., tentang untuk diberi tegoran, k e -

P oa d a -

FT. SEMOGA SAKTI,
saaf ini beralamat di JI. Ir. H. Juandz No.4 A., Kebon Kelapa, Jakara Pusat,

sebagai Delitur / selaku Termmohon [ | -

SUMARDIG SUMARGONO,
sazt ini beralamat di Ji, Sekolah Kencanz 115, Pondok Finang, fakarta Seiatss,
sebagal Penjamin / selaku Termohon-eksekusi 17 ; - e s s e

agar dzizm tenppang wakite § (delzpan) ban seielah dibeniken pensgoren,

membayar butanpnys sebeszr Rpo4.51 7358305 - (empat  milyar  enam ratus

nepuby belag juis tipz rotus lims suluh delapen mibo dus e fios ropieh) dopess

Prameahin-eksekisi § s i

Tinjauan yuridis..., Pritha Anggraini, FHUI, 2011



b, Berita Acara Penegoran (Aanmaning) tertangpal 20 - Apustus - 1998
Mo.B2/Eks HT/1998/PN Jak.Sel., yang telah dilakukan penegorannya terbadap

para Termohon-eksekusi g 5 e e 1

(1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tertangpal 16 - September -
1998 No.B2/Eks.Ht/1%98/PN Jak.Sel., dan Berita Acara Sita Eksekusi tertangpal
28 - September - 1998 No B2/Eks HTA1998/PN.Jak.Sel, t e r h a d a p

2 {dua) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Banpunan No. 1040 Pondok
Pinang seluas 642 M2, dan Senifikat Hak Guna Banpunan No. 1042/Fondok Pineng
seluas 627 M2, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No.558/7032/1982
tanggal 8§ - Desember — 1982 dan Gambar Sitasi No. 559/7033/1982 tanggal 8 -
Desember - 1982, kedua Sertifikal  tersebut  atas nama SUNARDID

SUMARGOND, { =5 nmsiiciammsiemssissmsmsiicsns

berikut bangunan rumah tinggal permanent berlantai satu berilut dengan segzia
turutannya, setempat terletak dan dikenal ol=h umum degan Jalan Sekolah Kencana
[ No.15 Pondok Indah, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayorsn Lama,
Jakarta Selatan s

Dengan batas - batas

—  Sebelah Utara ; Bumah No.i7 ;

—  Bebelah Barat ¢ Pagar Tembok ;

= Sebelah Selatan : rumah No.11

—  Schelzh Timor : JIn, Sekolah Kencana [ ;

Menimbang, bahwa sampai permohonan ini diajukbn Termohon-eksekusi tidak juga
memenuhi / melunasi kewajibannya kepada Pemohon, maka atas dasar pasal 20 undang-undang
Nod Tahun 1996, terhadap tanah yang telah dibebani Hok Tanggungan tersebut dilakukan
eksekusi lelang, melalui Kantor Lelang Negara Jakarta I1;

Mengingat akan pasal 200 (1), pasal 195 (1), dan pasal 224 HIR., serla peraturan

perundang-undanpan yang bersangkutan lainnya.

PR DONES I - 0l i T Y. e b ol | [ e =

penpebulkan permohonan Pemohon tersebut di atas |

hemerintahkan kepada Panitera Penpadilan Negeri Jakarta Selatan, dan atau jika ia
berhalanpan apar menunjuk wakilnya vang sah dengan disertai oleh 2 (dua} orang sehksi umtuk

melekukan eksehusi pelelanpan ¢ penjualan di muka umum, denpan peranlarasn Kantor Leleng

Magrar Jakada]l, terbh ad & p oo T

% (dwz) bidang tanah dengan Serufikat Hak Gons Bacgunan Mo HMO Fondok Pinang
seluas 647 Bi7, dan Sentifikar Hak Guna Banpunan Ne 104%Pondol Pinang ssluan
677 W2, sehapaimang diurzikan dalam Gambar Sileasi No. 338/T032/1982 tangpal § -
DCesember — 1987 dan Gambar Simast Mo 5500331007 tanggsl 8 - Desember

1GE7. kodua Jertifiksl mrsebul 2225 name EUNARDIO SUMARCGOMD

et ...
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herikut bangunan rumah tinggal permanent berlantai satu berikut dengan segala
turutannya, sctempat terletak dan dikenal oleh umum degan Jalan Sckolah Kencana |
Mo.15 Pondok Indah, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatsn Kebayoran Lama,

Jakata Selatan ; e

Dengan batas - batas

= Sebel:h Utara : Rumah No.17 ;

—  Sebelzh Barat : Pagar Tembok ;

= Sebelab Selatan ¢ rumah No.11 ;

—  Sebelzh Timur : Jin, Sekolah Kencana T

Memerintahkan pula, agar hasil bersih penjualan lelang tersebul di setorksn ke Kas
Kepaniteraan Pengadilan MNegeri Jakarta Selatan, yang selapjutnya untuk disam paikan /
diserahkan kepada vang berhak menerimanya [/ kuasanya dengan ketentuan apabila hasil
penjualan lelang terscbut melebiln kewajibannya, maka kelebihannya setelah dilorangi biaya-

biava perkara diserahkan kepada para Termohon-eksekusi ;

Demikian ditetapkan di Jakar ta, pada tanggal /}/ Desermber - 1900
sembilan pulub delapan, oleh kami Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,

Lo Al
ks
=B EN A KT O, SH.)
J/ NIP.040014134,-
PMoeteral  Rp2.000,.-
Redaksi  Rp 1000

- ! !B
SRl
Biaya - biayanya | o e

Jumlab  Rp3.000-
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PENETAZPAN
Mo.40/Pdt.G/1999/PN.Jak Sel.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ©

Xmmi. Jlakim Ketus Majelis Pengadilan Megeri Jakarta Sclatan : =

Telah membaca - S

I Surat gugatan terianggal 25 - Januari - 1999 das BERLIAN PANDIANGAN
SH.. dan HARYO YUNIARTO, SH., Advokat dan Pengacara berkantor di i,
fr. IL Juanda No.4A Jakarta Pusat, -dalarn hal ini ‘bertindek  untuk dan ates
nama  SUDARYONQ SUMARGONO, berdasarkan Surat Kupasa Khusos
terlanggal 7 - Januari - 1999, dalamperkara s ntara : —o

SUDARYONO SUMARGONQ, beralamat di . Sekolah Kencana /15
RLO02/015, Pondok Pinang, Kebayoran Lems,

Jakans Selatan, untuk selanjutnya disebu sehaga:
PENGGUGAT ; -~

mel awan

I Ny. WIDARTI SRI SUMARNI, pekerjaan Tbu Rumah Tangga, alamat J1.
Sckolah Kencana I/15 Rt.002/015, Pondok. Pinang,
Kebayoratt Lama, Jakarta Selatan, wntuk selanjutiys
disebut Tergugat I:

(I SUNARDJO SUMARGONO, alamat JI. Sekolah Kencana I/15 RLOO2/0.S,
Pondok Pinang, Kebayoran Iama, Jakaria Selatar,
untuk selanjutnya dosebut Tergugat I : -

1L Surat permohonan sita jaminan tertanggal 4 - Pebruari - 1999 darf dari BERLIAN
FANDIANGAN, $H,, dan HARYO YUNIARTO, SH.. Advoket das b0 ——
berkanter di J1. Ir. H. Juands No.4A Jakarta Pusat, dalam nal ini bertindak stk
cdan atas nama SUDAPYONO SUMARGOND, yang pads pokok mohon
melakuken Sita Jaminan harta warisan sebagai berikut : -

A Tanah den bengusin yvang lerletak di J1, Ie 6, fusnda No4A Jnkarta Pusat,
yang aikenal dengan Gedung Semoga Sakti Serifikat Hak Gura Rengunan

1o/ (RIS RS e AT S S T

0. Janah dea hznponan sang ierlelak di Xelurahan Pondok Mnang, Lekayoras
ame, Teknrn Seiatar Flak Guna Bangunan Mo: | 047 ates name SUINA RO
SUMARCOND veluas 627 M2 {enam ratas dus piiuh wjuk meie - nerser) )

© Carah dan bacgunan vang lerlerak di J5 fr 1 juanda Mo d3 el Kebor
stiap, Gamaar, fakarta Pusat dengan Sertifikat alas patea STIRMARGOND
WITLAY A, Akic  Ceal Beli Mo 28T Grmbind 1950 daw WONGED
SUNARCGONT bérdasarkan surat kuasa kepade SUTNARDIG SUMARGONS
seiuas 116 MD (dus ratus tipa auluk cnam meter persegil oo —
d. berang
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d. Darang-barang bergerak berups kendarnan bermator :

Mercy Denz 320 AT, Tahun 1994, warns Hitam No.Po'isi B-%98, -
Merey Benz 280 8, Tahun 1973, Warna Puth, No. Polis| B-898 .XF .
Yantrend tahun 1994 wama Merah Mel, No.Polisi B-998.A1 ; .
Yantrend thun 1994 warna Mernk Met, Mo.Palisl B-998-PN 2
Vantrend tahun 1994 warma Merah Met, Ne.Polisi B-998-GL. .'
Vanwrend tahun 1994 warna Memh Met, No,Polis! B-998-GF ;
Yantrend thun 1994 wama Morah Met, No.Pollal B-09R-10

Tsuru Panther tahun 1992 wema Hljau Met, No.Polisl B-7998-RR i
lsuzu Panther tahun 1993 wama Merah Met, MNo,Polisi B-7998-TW .
isuzu Panther tahun 1994 wama Hijau Tua, No.Polisi B-7998-DB
Panther Rotassy tshun 1993 Merah Komb. No.Polisi B-7998.TM :
Dafhetsu BOX 1shun 1991 Warna Blru MNo.Polis B-9699-NW ;
Daihatsu Zebra tahun 1994 Warta Merah No.Polisi B-2273-N0 :
Kijang tahun 1987, Wama Merah, No.Polisi B-1998-KZ :

Kijang tahun 1986, Wama Merah, No.Polisi B-7998.H -

Kijang Bag tahun 1985, Wama Bing, No.Polisi B-9234-HT .

Kijang Box tahun 1985, Wama Biru, No.Polisi B-9983-7 :

Suzuki Jimny tahun 1984, warmna Merah, No.Polisi B-998-5H :

_____H_H,
FPHOM A LN D 0M B s —

Motor

|~ Henda GL 100 tahun 1992 Wama Hitam, Mo.Polisi B-a757-PM
£, Hondo' GL 104 tahun 1988 Wama Merah, No Polisi B-6469-1.61 :
1. Honda GL 100 tahun 1988 Warmna Memsh Mo.Polisi B-A4725-LP .

Yang berads di gedung FT. F;EI.MDGA SAKTIL, Jalan Ir, Juenda Nozp,
Jikarta Pusal |- emeen ———

£ Tenah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Pondek Pinang, Kebaynra:
l.ama, Jakarta Selatan, HGB No. 1040 seluns 642 M2 (enam ratus ermpat pul-
dua meler persegi) | -e-- - = e

. Tanah dan bengunan yeng terletek di atasnya di Desa lempang, Parung Boge:,
Jaws Darat, Sertifikat Hak Milik No.161 Surzt Ukur No 84 tahun ;074 giar
nama SUNARDIO SUMARGONO j ——— . . .

Mueaimbang, bahwa setelah Majelis Hakim  meneliti surat-sural buks pendahiiue-

meagamoulkan permohenan periyitacn jaminen dari Pemohon tersehut di BLAS | i

Muemimbeng, Iba}:'-'-'n sehagian tanah dan kendarann Sermotor tidak irerada dale--
Wieyah Tukum Pengadilen Meger Jakarta Selatan, yaitu herada dalam Wileyah Hukur
furjradilan Negeri Jokeria Pusat dan Penpadilan Negerd Cibinong...maka_untuk pelaksanaa-
priyiiaan jeminan heres meminte bentasn “epads Ketua Pengadilan Nl!él:.{l'i. Jakaria Pusay da-

Tive Pengeditan Megerd Cihicong, apar memerintahien furssila pada Penpadilan Nep

wesdhul varg mrelaksanekan penyitant jasiman dimaksud.; ——- e oo

Sfenprngat akan prsal 2270 pasal 276 dan rosal 9% (2% IR, sere seral -

Souring wndanpan vang bersanghotan TAIOINY B, - omem m s

M OBoM B T AP R A N
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------------- MR N BTk B e B s i St e

Mengabulkan permohonen Pemohon tersebut dl atas : -

Meminta bantuan kepada Ketua Pengadilan Neged skarta Pusat, agar memerintahkar
surusite pada Pengadilan Meger Jakarie Pusa, dengan dibantu / disertal oleh 2 (dua) orang saksi

var g memenuhi persyaratan sebagsimane yang termuat dalam pasal 197 HIR., untuk mc!akukan

S Jiginan,

1

terhadap ©-ee R =

larah dan hangunan yang terletak di M, Ir. 11, Jusnds No 4A Jakaria Pusat, yamg
dikenal dengan Gedung Semoga Sakti Sertifikat Hak Guna Bangunan No.218 ;

Tanah dan bangvnan yang terletak di JI. Ir. H. Juanda No.SB Kel.

Kebon Kelapa, Gambar, Jakarta Pusat dengan Sertifikat atas nam.

SUMARGONO WIDJAYA, Akte Jual Beli No. 297 /Cambir/ 1990 da-

WONGS0O SUMARGONO  berdasarkan surat kunsa  kepade

SUNARDJO BUMARGONO seluas 236 M2 {dun ratus Ltga puluk
Lt H e p B oa Tah B ol Tud o T v : -

iarang-barang bergerak berupe kendaraan bermotor

| Merey Denz J20 AT, Tahun 1994, warna Hitam No.Polisi B- Q98
2 Mercy Benz 280 §, Tahun 1973, Warna Putih, Ne. Polisi B-998- XF:
3. Vantrend wahun 1994 wama Merah Met, No.Polisi B-998- Al

4, Yentrend *ahun '994 wama Merah Met, No.Polisi B-998. P'H

3. V¥antrend tahun 1994 warna Merah Met, No.Polisi B- FQE{EL

6. Mantrend tihun 1994 werna Merah' Met, No.Polisi B-998-GF ;

7. ¥entrend tahun 1994 wama Merah Met, No.Polisi B-998-BG :

B. Isuzu Panther tahun 1992 warna Hijau Met, No.Polist B-7998- RR :
9. Isum Panther tahun 1993 warma Merah Met, No.Polisi B-799% TW
10. isuzu Panther tahun 1994 wamna Hijau Tus, No,Polisi B-7998-DR |
1. Panther Rnt'\tty tahun 1993 Mereh Komb, No.Polisi B-7998-TM

I Onihatsu 26X tahun 1991 Wemna Biru No.Polisi B-9659.NW |

11 Daihaisu Yebrs tnben 1994 Wama Merah Ne.Polist B-2273. NG .
B Kijang tahur (98Y, Wamae Meroh, NoPolist - 1998 .57

5, Kijang tahun | 984, Wama Merah, No.Polisi 3-7998-1

16, Kijang Ong tshun M9RS, Warma DiruNo:Polisi B-9234.07T

17 Kijang Box tahun [985, Warna Bin, No.Polisi B-9983.7 .

19, Sumiki Jimoy takun 1984, warna Merah, No.Polisi B-9%8-51

o Fad e

Motar

1. Fionda GI. 100 tahun 1992 Wama Hitam, No.Polisi B-3757-PM .
2. Hende GL 00 tahun 1988 Wama Merah, No.Polisi B-6465-LM -
1 Honda C1.700 sehun 938 Wamnea Merah. No Polisi B-4725-LP :

Yang berade i gedurg FT. SEMOGA SAKTL walan ir Jusnds No.4A Jaka)

Prsat 2 - L

Meminta bantuan kepada Hetua Pengadilan Negernn Cibinong, esger memsnniake:

surusiia pada Pengadilan Neger Cibinong, dengan dibantu  disertai oleh 2 (dua) Orifg Sans

vary memenuhi sersvaratan sehagainiana yeng termual dalam pasal 157 HIR., untuk melakuxs;

Sea e

A . -t o T S e e e S S

Tanah
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Tunnh dnn bangunan  yang terletak di ataanya di Desa Jampang.
Parung Bogor, Jowa Barat, Scrtifikat Hak Milik No.161 Surat Ulour
Mo 84 talhiun 1978 atas nama SUNARDJIO SUMARGOND | comeeveneoe.

Memerintahkan kepada P'anitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, agar menunl,
seerning Junisita pada Pengadllan Negerl Jakara Selatan, dengan dibantu / disertal oleh 2 (dua)

orang saksi yang memenuhi persvaratan sebagaimann yang termunt dalam pasal 197 HIR., untuk

melokukan Sita Jaminon, terhada p

P i o

I, Tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Pondok Pinang, Kebayoran Lama,
© Jakarta  Selatan  Hak “Guna DBangunan No.1042 atas nama  SUNARDIO
SUMARGONO scluas 627 M2 (enam ratus dus puluh tujub’ meter perscgi). Jl
Sekolah Kencana I/15 Rt.002/015, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan

2. Tanah dan bangunan yang terletak di Kelurmhnn Pondok Pinang, Kebavoran Lania,
Jakarta Selatan, HGD No,i040 scluas 642 M2 (enam ratus empat puluh  dua meter
persegid, J. Sckalah Kencana 1115 RLOD2/01S, Pondok Pinang, Kebayoran Lama.
Inknrin Selatan § ---=nveees — .

Demikian ditetapkan di Jekar ta, poadatanggal & - Pebruad - 1900 sembilan

pulun sembilan, oleh kami 1lakim Keta Majelis Pengadilan Negeri Jakasta Selatin, c—e

Biaya - biayonya

Meterald Kp.2.000,-
Redaksi . 000,
Funylah . 3.000,-

Tinjauan yuridis..., Pritha Anggraini, FHUI, 2011
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= KANTOR HUKUM
HARYO, BERLIN & REKAN

ADVOCAD & PENGACARA

JI I H. Juanda Na. 4A - Jakarta Pusat
Telp, : 3842300, 3852309 Ext, 22

Nomor : 09/P/HRR/II /99

Lampiran : 1 Barkas

Parihal : Permchonan Pemindahan Eksekusi Lelang
Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan

di
Jakarts

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya Informasi vyang kamis terima akan
dilakukannya eksekusl lelang atas tanah dan bangunan yang terletak
di Jl. Sekolah Kencana I/15 RT 002/015 Pondok Finang, Kebavoran
Lama Jakarta Selatan, Sertifikat HGB No. 1040 seluas 642 m2 (enam
ratus empat puluh dua meter persegl) dan sertifikat HGB No. 1042
saluas 627 m2 (enam ratus dua puluh tnjuh meter persegil);

Kami vang bertanda tangan dibawah inli Haryo Yuniarto, SH; Berlin
Pandlangan, SH; Pengaaca pada Kantor Hukum HARYQ, BERLIN & REKAN.
Bardasarkan surat kuass khusus tertanggal 7 Januaril 1939 bertindak
untuk dan atas nama Sudaryono Sumargono beralamat dl1 J1l. Sekolah
Eencana I no. 15 RT 02/015 Pondok Pinang Kebavoran Lama, Jakarta

Salatan.

Bersama inl kami sampaikan keberatan dan permohonan kepada
Yth. Ketua Pengadilan Negerl Jakarta Selatan atas perihal sebagal

berikut :

1. Bahwe tanah dan bangunan yang terletak d4i J1. Sekelah Kencansa
I/15 RT 002/015 Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan,
Sertifikat HGE no. 1040 seluas 642 m2 dan sertifikat HGB na.
1042 seluas 627 m2 adalah harta warisan Alm. Wonguso Sumargono
yang belum terbagl (belum dilakukan pembagian warisan antara

para ahll waris).

2. Bahwa saat inl pemchon (ahll warig) smedang mengajukan gugatan
pembagian harta warisan di Pengadllan Negerl Jakarta Selstan
yvang terdaftar delam perkara no. 40/Pdt.G/1999/PN JAK SEL
tanggal 25 Januari 199%9% yang di dalamnya termasuk tanah dan
bangunan sertifikat HGB no. 1040 seluas 642 m2 dan sertifikat
HGB no. 1042 seluas 627 m2 yvang gaat ind dikuasail 'eleh ahli

waria lalnnya Sunardijo Sumargoho (bukti P.1)

2. Bahwa atas dasar gugatan Pemohon (ahli waris) Majells Hakim
dalam perkara no. 40/Pdt.G/1999/PN JAK SEL talah mengabulkan
permchonan =ita jaminan sesuai permchonan Femohon pada tanggal
4 Pebruari 1939; slta djaminan mana telah tertuang dalam
penetapan nomor 40/PAt.G/1959%9/PN JAX SEL tanggal 9 Pebruavi
1993, hal d1ni dilakukan oleh karsna kekhawatiran Pemohon
terhadap ltikad tidak baik dari ahll warie lainnya yang saat ini
menguasal seluruh harta warisan (bukit P.2)

e ot

Ll ) - 2,

" J R UMM = 2 |

Ml bty G SATA SELATAN £

-ﬂt{-ll :.": Rl LI L I
f_’ : ’ '5:-.-'7*:-'_"- -
fis 6 A Fil "
v I gt L
R S e e ST
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4.

B5%

¥th.
Kasih.

KANTOR HUKUM
HARYO, BERLIN & REKAN

Bahwa sesuai dengan penetapan FPengadilan NHegeri Jakarta Selatan
tanggal % Pebruari 1999 no. 40/Pdt.G/199%/PN JAK S5EL tentang
sita jaminan telah diletakkan sita atas tanah dan bangunar
sertifikat HGE no. 1040 seluas 642 m2 dan sertifikat HGB 1042
seluas 627 m2 yang terletak 4&i Jl. Sekolah HKencana I/15 RT
002/015 Pondek Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan sesual
dengan berita acara sita Jjaminan (conservatoir beslag) no.
40/PdL.G/1999 /PN JAK SEL pada hari Rabu tanggal 10 Pebruari 19995
{bukti P.3).

Bahwa akan tetapi setelah diletakkan sita jaminan atas tanah dan
bangunan tersebut Pemohan dapat menginformasikan bahwa tanah
dan bangunan sertifikat HGB ne. 1040 seluas 642 m2 dan
sertifikat HGB 1042 seluas 627 m2 telah diagunkan oleh Sunardijo
Sumargono (Tergugabt I11) dalam perkara no. 40/Pdt.G/199% /PN JAK
SEL) tanpa seijin dan persetujuan dari ahli waris lainnya dan
atas tanah dan bangunan tersebut akan dilakukan eksekusi lelang

pada tanggal 11 Pebruari 199%.

Bahwa tanpa mengurandg i rasa keadilan terhadap yang
berkepentingan zsebagi Femaohon lelang:; Pemohon sangat
berkepentingan dan keberatan dilakukannya eksekusi lelang atas
tanah dan bangunan tersebut sebelum adanya Putusan Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan yang berkekuatan Hukum tetap atas perkara
gugatan no. 40/Pdt.G/199%/PN JAK SEL untuk menjamin rasa

keadilan Perochon.

Bahwa atas hal-hal tersebut diatas, Pemohon memchon kepada Ketua
Pengadilan HNegeri Jakarta Selatan agar berkenan melakukan
penundaan eksekusi lelang atas tanah dan bangunan sertifikat HGRE
no. 1040 seluas 642 m2 dan 1042 seluas 627 m2 yang terletak di
J1l. selkolali Kencana I/ 15 RT 002/015 Pondok Pinang, EKebayoran
Lama, Jakarta Selatan sampal adanya Putusan Pengadilan vang
berkekuatan Hukum tetap dalam perkara no. 40/Pdt.G/1999/PN JET

SEL.

Demikian permohonan ini diajukan atas perhatian dan kesediaan
Ketua Fengadilan Megeri Jakarta Selatan kami ucapkan terima
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(Berlin Panﬂiangan, 8H)

Tembuﬁﬂn

Eetua Ma}ellq Hakim
dalam Perkara No. 40/Pdt.G 1988 /PN JEKT SEL

Ketua Pengadilan Tinggi DEI Jakarta
Eetua Mahkamah Agung RI
Arsip.

Tinjauan yuridis..., Pritha Anggraini, FHUI, 2011
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